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vABSTRAK
AGUNG PRANOWO, E.0005066. 2010. PERBANDINGAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM. Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret Surakarta, Penulisan Hukum (Skripsi).
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan
mengenai pengaturan tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukum Islam. Dalam hal ini
terdapat perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam memberikan sanksi
pidana terhadap pelaku pembunuhan.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat
preskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian perbandingan
(comparative approach). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder. Data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang bersifat content analysis.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya
memberikan ancaman terhadap pelaku pembunuhan yang berupa sanksi pidana
penjara selama waktu tertentu dan pidana mati terhadap pelaku pembunuhan
berencana. Sedangkan menurut hukum Islam, sanksi pidana terhadap pelaku
pembunuhan dapat berupa hukuman qishas, diat, dan ta’zir. Sumber hukum Islam
dalam hal ini adalah Al Qur’an, Hadist dan Ijma’. Tindak pidana pembunuhan
yang dilakukan sengan sengaja dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua Bab XIX
Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Sedangkan dalam tindak pidana
pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja diatur dalam Buku Kedua Bab
XIX Pasal 359 KUHP.
Kata Kunci : tindak pidana pembunuhan, KUHP, hukum Islam
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1BAB I . PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Kejahatan yang semakin  meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat
merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah
(negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulanggi
meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun
norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga
kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana.
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, telah ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan
atas hukum. Hal ini berarti bahwa Indonesia menjunjung tinggi hukum yang
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang  Dasar 1945. Dengan  memahami
hukum sebagai teknik sosial spesifik tentang tata peraturan yang bersifat
memaksa, kita dapat membedakannya dengan tegas dari tata sosial lainnya yang
mengejar tujuan-tujuan yang sama dengan hukum, tetapi dengan cara yang
berbeda. Hukum adalah suatu cara yang spesifik dan bukan suatu tujuan. Hukum,
moralita, dan agama, ketiga-tiganya melarang pembunuhan. Namun demikian,
hukum melarang ini dengan jalan menetapkan di dalam Undang-Undang bahwa
jika seseorang melakukan pembunuhan maka orang lain yang ditunjuk oleh
peraturan hukum akan menerapkan terhadap si pembunuh tersebut suatu tindakan
paksaan tertentu yang ditetapkan oleh peraturan hukum.
Norma keagamaan mengancam si pembunuh dengan hukuman Tuhan.
Namun demikian sanksi yang ditetapkan oleh norma keagamaan memiliki
karakter transendental, sanksi tersebut tidak diorganisasikan oleh masyarakat,
walaupun ditetapkan oleh peraturan keagamaan. Sanksi keagamaan mungkin lebih
efektif daripada sanksi hukum. Namun demikian, efektifitasnya mensyaratkan
keyakinan terhadap eksistensi dan kekuasaan dari Tuhan.
1
2Hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIX tentang kejahatan
terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350  KUHP, adapun bunyi
Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut: “ Barangsiapa sengaja merampas nyawa
orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima
belas tahun”.
Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur
kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang baik
“sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan” . Sengaja biasa yakni
maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara sepontan, dan sengaja yang
direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak membunuh direncanakan
terlebih dahulu, merencanakannya dalam keadaan tenang serta dilaksanakan
secara tenang pula. Adapun unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah :
perbuatan menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun
unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah pebuatan menghilangkan nyawa
dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun sanksi
pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 tahun,
dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan sanksi pidana mati atau
penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun. Pertanggungjawaban pidana
menurut hukum pidana positif  yakni dapat dipertanggungjawabkannya dari si
pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenar, atau
alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.
Hukum Islam memberikan pengertian tentang jarimah adalah suatu
tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan-
perbuatan yang di wajibkan oleh Allah diancam syara’ dengan hukuman hadd
atau hukuman ta’zir..
Hukum pidana Islam mengenai pembunuhan diatur dalam Al-Qur’an Surat
Al-Israa, ayat 33 yang artinya: ”Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang
diharamkan Allah (membunuh) nya, melainkan dengan suatu alasan yang benar”.
3Kata-kata “jinayah”  juga dipakai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
Republik Persatuan Arab (KUHP RPA), akan tetapi dengan pengertian yang
berbeda dengan pengertian yang berlaku di kalangan Fuqaha. Dalam KUHP RPA
terdapat tiga macam penggolongan tindak pidana yang didasarkan kepada berat
ringannya hukuman yaitu jinayah, janhah dan mukhalafah. Jinayah ialah suatu
tindak pidana yang diancamkan hukum mati (I’dam), atau kerja berat seumur
hidup ( asyghal syaqqah mu-abbadah), atau kerja berat sementara (asyghal
syqqah almuaq-qatah) atau penjara (Pasal 10 Kuhp RPA). Janhah ialah suatu
tindak-pidana yang diancamkan hukuman kurungan lebih dari satu minggu atau
denda lebih dari seratus piaster (qirsy sama dengan satu pound RPA) (Pasal 11
KUHP RPA). Sedangkan Mukhalafah ialah tindak pidana yang diancamkan
hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu atau hukuman denda tidak lebih
dari seratus piaster (Pasal 12 KUHP RPA). Dan dalam istilah fuqaha ketiga
macam tindak pidana tersebut dinamakan Jinayah, sebab yang menjadi perhatian
pada mereka ialah sifat kepidanaannya, sedangkan dalam KUHP RPA yang
menjadi perhatian ialah berat-ringannya hukuman. Jadi dalam hal ini ada
perbedaan pengaturan secara jelas mengenai tindak pidana pembunuhan dalam
Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan Hukum Islam. ( http://www.waspada.co.id)
Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengambil judul
“PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN MENURUT
KITAP UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN
HUKUM ISLAM “
B. Perumusan  Masalah
Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya
penulis menetapkan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dan
Hukum Islam?
2. Bagaimanakah sanksi tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP dan Hukum
Islam?
4C. Tujuan  Penelitian
Tujuan penelitian merupakan suatu target yang hendak dicapai dalam
suatu penelitian sebagai salah satu atas masalah yang dihadapi, maupun untuk
memenuhi kebutuhan perorangan. Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak
dicapai adalah :
1. Tujuan Obyektif
a. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP
dan Hukum Islam;
b. Untuk mengetahui bentuk sanksi tindak pidana pembunuhan dalam KUHP
dan Hukum Islam.
2. Tujuan Subyektif
a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis dalam penelitian
hukum dan khususnya di bidang Hukum Pidana dan Hukum Islam;
b. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang ilmu hokum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
D. Manfaat  Penelitian
Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya dan kegunaan karena nilai
suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari
penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain
1. Manfaat Teoritis
a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan
ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hokum pidana dan agama
pada khususnya;
5b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang
karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang
akan datang.
2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan
kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk
dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktis hukum dalam
memperjuangkan penegakan hukum;
b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai
bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana pembunuhan di dalam KUHP
dan Hukum Islam.
E. Metode Penelitian
Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau
konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi
(Peter Mahmud, 2006:35).
1. Jenis Penelitian
Penelitian hukum dapat dikategorikan sebagai sebuah penelitian
doktrinal maupun non-doktrinal. Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian
hukum yang bersifat preskriptif  bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan
ilmu alam (Peter Mahmud, 2006: 33). Jenis penelitian dalam penyusunan
penulisan hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal. Yaitu suatu penelitian
yang yang bersumber dari Undang-Undang atau peraturan hukum yang
berlaku serta doktrin-doktrin.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu ilmu yang mempelajari
tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas  aturan  hukum,  konsep-konsep
6hukum dan norma-norma hukum. Langkah awal dalam penelitian ini adalah
perbincangan mengenai makna hukum dalam hidup bermasyarakat, dimana
ilmu hukum bukan hanya menempatkan hukum sebagai suatu gejala sosial
yang dipandang dari luar tetapi masuk ke dalam suatu yang essensial yaitu sisi
intrinsik dari hukum (Peter Mahmud, 2006: 22). Dalam penelitian ini
mempelajari pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dan tindak
pidana di dalam hukum Islam.
3. Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan pendekatan perbandingan (Comparative Approach). Pendekatan
perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian
normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum dari sistem hukum
yang satu dengan sistem hukum yang lain. Dalam hal ini ialah sistem hukum
pidana (KUHP) dan hukum Islam. Menurut Gutteridge dalam buku karangan
Peter Mahmud Marzuki “Perbandingan hukum merupakan suatu metode studi
dan penelitian hukum.” (Peter Mahmud Marzuki : 2006, 132).
4. Jenis Data
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan data yang
digunakan adalah  data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh langsung
dari sumbernya, tetapi diperoleh dari bahan pustaka, antara lain buku-buku,
literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, artikel,
internet dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
5. Sumber Data
Sumber data yang digunakan berupa data sekunder, yang berupa :
a. Bahan hukum primer.
Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang
mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis
7gunakan adalah : Al Qur’an, Hadist Rasulullah SAW dan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP).
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang
menjelaskan bahan hukum primer yaitu buku-buku ilmiah yang
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, hasil penelitian yang
relevan, dan buku-buku penunjang lain.
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier, adalah bahan-bahan hukum yang
memberikan petunjuk seperti artikel internet, kamus bahasa Inggris, kamus
bahasa Indonesia.
6. Teknik Pengumpulan Data
Penilitian ini adalah penelitian normatif, maka dalam pengumpulan
datanya dilakukan dengan studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini
merupakan cara pengumpulan data dengan membaca, mengkaji, dan
menganalisis serta membaca catatan dari buku literatur, peraturan perundang-
undangan, dokumen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti.
7. Teknik  Analisis Data
Teknik analisis data yang dipergunakan peneliti dalam penelitian ini
adalah teknik analisis data yang bersifat content analysis yaitu teknik analisis
data dengan cara mengkaji isi suatu data sekunder yang sudah dikumpulkan
agar disusun, kemudian dijelaskan dari materi perundang-undangan. Pada
penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada hakikatnya berarti
kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis
untuk mempermudah pekerjaan analisa dan kontruksi (Soerjono Soekanto,
1986:251). Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah
hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses
pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar,
8sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja
seperti disarankan oleh data.
Analisis data pada penelitian doktrinal, atau sering juga disamakan
dengan penelitian normatif dilakukan dengan menggunakan metode
penafsiran atau interpretasi yaitu salah satu metode penemuan hukum yang
memberikan penjelasan yang gamblang mengenai teks undang – undang yang
terkait dengan peristiwa tertentu (Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, 1993:
13). Analisis data  juga menyangkut juga kegiatan penalaran ilmiah terhadap
bahan hukum yang akan dianalisis, baik dengan menggunakan penalaran
induksi, deduksi ataupun abduksi (Johnny Ibrahim, 2006: 297).
F. Sistematika Penulisan Hukum
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika
penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka
penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika
penulisan hukum ini terdiri dari empat bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-
sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap
keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah
sebagai berikut :
BAB I . PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan penulis mengemukakan :
A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Metode Penelitian
F. Sistematika Penulisan Hukum
9BAB II .TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini akan mencakup kajian pustaka yang berkaitan
dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberlkan landasan
teori serta diuraikan mengenai kerangka teori yang berupa :
1. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP
a. Tindak Pidana
b. Tindak Pidana Pembunuhan
c. Jenis Tindak Pidana
d. Pemidanaan
e. Jenis Sanksi Pidana
f. Sanksi terhadap Nyawa
2. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam
a. Pengertian Islam
b. Sumber Hukum Islam
c. Pengertian Jinayat
d. Bentuk Sanksi dalam Hukum Islam
BAB III.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini mencakup hasil penjelasan dari penelitian yang
membahas sekaligus menjawab permasalahan yang telah
ditentukan sebelumnya yaitu tentang pengaturan dan sanksi tidak
pidana pembunuhan dalam KUHP dan Hukum Islam.
BAB IV . PENUTUP
Dalam bab ini berisi kesimpulan atas permasalahan yang telah
dibahas dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian atas
penulisan buku ini.
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BAB II . TUNJAUAN PUSTAKA
A. Kerangka Teori
a. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP
1) Tindak Pidana
Pemakaian istilah tindak pidana sudah agak tetap digunakan oleh
pembentuk Undang-undang karena mempunyai sociologsche geiding.
Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan
hukuman pidana, dan pelaku dapat dikatakan “subyek” tindak pidana
(Wirjono Prodjokikoro, 2002: 55). Sebelumnya Prof.Moeljanto
membedakan antara dua istilah mengenai tindak pidana dan perbuatan
jahat, yang dalam hal ini dapat dipidananya perbuatan lain halnya dengan
dapat dipidananya orangnya. Pandangan seperti ini disebut dengan
pandangan dualistis yang merupakan opposite dari pandangan monistis,
yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemua
merupakan sifat dari perbuatan.  Di samping hal-hal di atas, unsur-unsur
tindak pidanapun di bagi menjadi 2 (dua) golongan. Ada unsur tindak
pidana yang dualistis dan ada yang monistis.
Sebelumnya diketahui bahwa sumber hukum pidana ada yang
tertulis dan tidak tertulis, begitu pula dengan perumusan tindak pidana ada
yang tertulis yang tertuang dalam KUHP dan Peraturan Perundang-
undangan lainnya serta ada yang tidak tertulis yang hidup di dalam
masyarakat (hukum pidana adat). Segala perbuatan yang mempunyai sifat
atau ciri-ciri sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang dapat
dikatakan sebagai perbuatan yang memenuhi atau mencocoki rumusan
delik dalam Undang-Undang.
Perumusan tersebut dilakukan dengan berupa suatu larangan dan
perintah untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dalam hal
11
12
ini perintah dan larangan tersebut dikenal dengan istilah norma. Dan atas
pelanggaran terhadap norma dikenal dengan pidana yang kemudian si
pembuat akan dikenakan sanksi.  Selanjutnya mengenai cara penempatan
norma dan sanksi pidana dalam undang-undang terdapat 3 cara yaitu;
1). Penempatan norma dan sanksi sekaligus dalam satu pasal. Cara ini
dilakukan misalnya dalam Buku ke II dan ke III dari KUHP;
2). Penempatan terpisah. Sanksi pidana ditempatkan di pasal lain, atau
kalau dalam peraturan pidana di luar KUHP, misal: Peraturan
Pengendalian Harga, Deviden, Bea dan Cukai dan sebagainya;
3). Sanksi sudah dicanumkan terlebih dahulu, sedang normanya belum
ditentukan. Ini disebut ketentuan hukum pidana yang blanko (blankett
strafgestze), misal: pasal 122 sub  KUHP, normanya baru ada jika ada
perang dan dibuat dengna menghubungkannya kepada pasal tersebut.
Menurut Binding, norma selalu ada lebih dulu dari pada aturan hukum
pidana walaupun tidak lebih dulu menurut waktu (zelitlich)
Tindak pidana dapat dibagi menjadi dua unsur, yaitu unsur
subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang
melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku
termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam
hatinya.
Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :
1). Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus dan culpa)
2). Maksud dan voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang
dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHP
3). Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya
di dalam kejhatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan
lain-lain;
4). Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti
misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
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5). Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP
Unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan
keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan.
Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
1). Sifat melawan hukum atau wedrrechtelijkheid;
2). Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri”
didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan
sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan KUHP;
3). Kausalitas, yakni terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398
KUHP yang hubungan sebab-akibat dari tindak pidana.
2) Jenis Tindak Pidana
Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak
pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut antara lain
Pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan
terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau
tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat .Pelanggaran adalah
suatu tindakan di mana orang baru menyadari hal tersebut merupakan
tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam Undang-Undang,
istilahnya disebut wetsdelict (delik Undang-Undang ). Dimuat dalam Buku
III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569. Contoh pencurian (Pasal
362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285
KUHP).
Kejahatan meskipun perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam
undang-undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari
perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut
rechtsdelict (delik hukum). Dimuat di dalam Buku II KUHP Pasal 104
sampai dengan Pasal 488. Contoh mabuk ditempat umum (Pasal 492
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KUHP/536 KUHP), berjalan diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan
cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP). Berbagai tindak
pidana baik kejahatn maupun pelanggaran tidak hanya diatur dalam KUHP
(dalam kodifikasi) tetapi juga dirumuskan dan diatur dalam peraturan
perundang-undangan lainnya.
3) Tindak Pidana Pembunuhan
Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa
orang lain. Pembunuhan ini merupakan bentuk pokok dari kejahatan
terhadap nyawa. Di samping pembunuhan, tindak pidana yang berakibat
hilangnya nyawa orang lain adalah :
1) Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339);
2) Pembunuhan berencana (Pasal 340);
3) Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 341);
4) Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342);
5) Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344);
6) Membujuk / membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345);
7) Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346);
8) Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347);
9) Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya
(Pasal 348);
10) Dokter / bidan / tukung obat yang membantu pengguguran / matinya
kandungan (Pasal 349);
11) Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHP).
Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain
ini dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan
(dolus) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan
terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu
peristiwa itu adalah adanya ”niat” yang diwujudkan melalui perbuatan
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yang dilakukan sampai selesai. Di lihat dari segi ”kesengajaan” (dolus)
maka tindak pidana terhadap nyawa ini terdiri  atas:
1). Yang dilakukan dengan sengaja,
2). Yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat,
3). Yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu,
4). Atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh,
5). Menganjurkan atau membantu orang untuk membunuh.
Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni adanya unsur
kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa seseorang
baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan” . Sengaja biasa
yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara sepontan, dan
sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau kehendak
membunuh direncanakan terlebih dahulu, merencanakannya dalam
keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula.
Unsur-unsur pembunuhan sengaja biasa adalah : perbuatan
menghilangkan nyawa, dan perbuatannya dengan sengaja, sedangkan
unsur-unsur sengaja yang direncanakan adalah perbuatan menghilangkan
nyawa dengan direncanakan dan perbuatannya dengan sengaja. Adapun
sanksi pembunuhan sengaja biasa dikenakan sanksi pidana penjara paling
lama 15 tahun, dan sanksi pembunuhan sengaja direncanakan dikenakan
sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup selama-lamanya 20 tahun,
seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi “
Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa
orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana ( moord ),
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu
tertentu, paling lama dua puluh tahun
Ketidaksengajaan (alpa) adalah suatu perbuatan tertentu terhadap
seseorang yang berakibat matinya seseorang. Bentuk dari kealpaan ini
dapat berupa perbuatan pasif maupun aktif. Contoh perbuatan yang pasif
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misalnya penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada
kereta yang melintas dia tidak menutup palang pintu sehingga
mengakibatkan tertabraknya mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaan
penjaga palang pintu ini berupa perbuatan yang pasif karena tidak
melakukan apa-apa. Sedangkan contoh perbuatan yang aktif misalnya
seseorang yang sedang menebang pohon ternyata menimpa orang lain
sehingga matinya orang itu karena tertimpa pohon. Bentuk kealpaan dari
penebang pohon berupa perbuatan yang aktif. sanksi tindak pidana ini
diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi ” Barangsiapa karena
kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana
penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.
4) Pemidanaan
Menurut pendapat Muladi dan Barda Nawawi dalam bukunya
“Teori-teori dan Kebijakan Pidana“ terdapat beberapa teori yang
mengemukakan mengapa suatu kejahatan dikenakan suatu pidana antara
lain adalah sebagai berikut:
1). Teori Absolut atau Teori Pembalasan
Menurut teori absolut ini setiap kejahatan harus diikuti
dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seorang
mendapatkan pidana oleh karena telah melakukan kejahatan (quia
peccatum est). tidak dilihat akibat-akibat apa yang mungkin timbul
dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan apa dengan demikian
masyarkat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat kemasa lampau,
tidak dilihat ke masa depan. Pembalasan oleh banyak orang
dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan.
Kepuasan hatilah yang dikejar, lainnya tidak.
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2). Teori relatif
Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus
diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah cukup adanya suatu
kejahatan, melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu
pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja
dilihat pada masa lampau, melainkan juga masa depan. Dengan
demikian teori ini juga disebut dengan teori tujuan (doel theorien).
Tujuan dari pemidanaan ini adalah untuk menciptakan ketertiban
dalam masyarakat dengan cara menciptakan peraturan perundang-
undangan pidana yang bersifat menakut-nakuti sehingga pelaku
kejahatan menjadi jera dan tidak akan menggulangi lagi perbuatannya
serta masyarakat tidak melakukan tindak kejahatan merngingat
ancaman pidana yang berat tersebut.
3). Teori Gabungan
Apabila ada dua pendapat yang berbeda, maka biasanya ada
pendapat yang berdiri sebagai penengahnya yang dalam hal ini disebut
dengan teori gabungan. Teori ini mendasarkan pidana sebagai
pembalasan dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat yang
diterapkan dengan cara pembinaan dengan menitiberatkan pada salah
satu unsur, tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun
menitiberatkan pada semua unsur yang ada.
5) Jenis Sanksi Pidana
Mengenai sanksi pidana ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Dalam
pasal tersebut disebutkan mengenai sanksi pidana, yang terdiri atas :
1) Pidana Pokok.
Pidana pokok terdiri atas empat macam pidana, pidana tersebut
terdiri dari :
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a) Pidana Mati
Pidana mati hanya dijatuhkan untuk tindak pidana yang
sangat berat.  Salah  satu tindak pidana yang diancam
dengan pidana mati adalah tindak pidana pembunuhan
berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP.
b) Pidana Penjara
Pidana penjara adalah suatu bentuk tindak pidana
terhadap perampasan kemerdekaan. Lamanya pidana
penjara dapat seumur hidup atau untuk sementara waktu
diberikan batasan jangka waktu yang jelas, yaitu minimal
satu tahun dan maksimal lima belas tahun. Pembatasan
pidana penjara maksimal dua puluh tahun adalah mutlak, hal
ini disebutkan dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP.
c) Pidana Kurungan
Pidana kurungan adalah bentuk pidana badan yang
kedua, yang lebih ringan daripada pidana penjara. Pidana
kurungan berlaku untuk pidana kejahatan yang dilakukan
dengan ketidaksengajaan (culpa) dan untuk hukuman
terbarat dari tindak pidana pelanggaran. Pidana kurungan
juga dapat merupakan pengganti dari pidana denda yang
tidak dibayar. Batas waktu pidana kurungan pengganti
pidana denda adalah minimal satu hari dan maksimal delpn
bulan.
d) Pidana Denda
Pidana denda adalah pidana dimana terpidana
diwajibkan untuk membayar sejumlah uang yang telah
ditetapkan dalam putusan pengadilan kepada Negara.
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Apabila terpidana tidak dapat memenuhinya, maka
terpidana dapat menggantinya dengan menjalani pidana
kurungan pengganti denda.
e) Pidana Tutupan
Pidana tutupan adalah pidana yang diancamkan kepada
pelaku tindak pidana di bidang politik.
2) Pidana Tambahan
Disamping pidana pokok, ketentuan hokum pidana Indonesia
juga mengenal adanya pidana tambahan. Pidana tambahan
terdiri dari:
a) Pencabutan hak-hak tertentu
Pencabutan tersebut dapat dilakukan terhadap hak-
hak tertentu, yaitu :
1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan
tertentu;
2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
3) Hak memilih atau dipilih dalam pemilihan yang
berdasarkan aturan umum;
4) Hak menjadi penasehat menurut hokum, hak menjadi
wali dan sebagainya terhadap anak yang bukan anaknya;
5) Hak menjalankan kekuasaan bapak atau pengampuan
atas anak sendiri;
6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.
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b) Perampasan beberapa barang tertentu
Perampasan merupakan pidana tambahan yang
sering dilakukan. Barang yang dapat dirampas adalah
barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari
kejahatan atau sengaja digunakan untuk melakukan
kejahatan. Perampasan ini juga berlaku terhadap barang
milik terpidana yang telah disita sebelumnya.
c) Pengumuman putusan hakim
Pada hakekatnya semua putusan hakim telah
diucapkan di depan umum, akan tetapi bila dianggap perlu
maka putuan itu dapat disiarkan lagi dengan jelas dengan
cara-cara yang ditentukan oleh hakim. Jadi pidana
tambahan berupa pengumuman putusan hakim ini hanya
dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan dalam
Undang-Undang.
6) Kejahatan terhadap Nyawa
Pasal 338
Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena
pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal 339.
Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana,
yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah
pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta
lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan
penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam
dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu
tertentu paling lama dua puluh tahun.
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Pasal 340
Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana,
dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
Pasal 341
Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak
dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu
dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak
sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 342
Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena
takut akan diketahui bahwa ia akan melahirkan anak, menghilangkan
nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian,
diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana,
dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Pasal 343
Bagi orang lain yang turut serta melakukan, kejahatan yang diterangkan
dalam pasal 341 dan pasal 342 dipandang sebagai pembunuhan atau
pembunuhan anak dengan berencana.
Pasal 344
Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri,
yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana
penjara paling lama dua belas tahun.
Pasal 345
Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri,
menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk
itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang
itu jadi bunuh diri.
Pasal 346
Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun.
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Pasal 347
(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal 348
(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam
dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam
dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 349
Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan
tersebut dalam Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan
salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka
pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah denpn
sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya
dalam mana kejahatan itu dilakukan.
Pasal 350
Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan
berencana, atau karena salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal 344, 347,
dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35
nomor 1'- 5'.
Pasal 359
Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan
paling lama satu tahun.
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b. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Islam
Dalam hukum pidana Islam mengenai pembunuhan diatur dalam Al-
Qur’an Surat Al-Israa, ayat 33 yang artinya : ”Dan janganlah kamu
membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh) nya, melainkan dengan
suatu alasan yang benar”.
Dalam syariah Islam kesengajaan dalam pembunuhan menurut hukum
pidana  Islam adalah bermaksud membunuh atau sungguh-sungguh bermaksud
membunuh. Kasad (maksud) tersebut dapat berupa perbuatan spontan atau
adanya perencanaan, dan apabila kedua kasad tersebut mendahului atau
menyutujui suatu perbuatan menghilangkan nyawa tersebut maka hukumnya
sama, sebab dasar penentuan hukumam menurut syari’at Islam adalah  kasad
yang menyertai perbauatan jarimah yaitu langkah-langkah Syara’ yang
diancam oleh Allah dengan hukum Had (hukuman yang sudah ada nashnya)
atau Ta’air (hukuman yang tidak ada nashnya). Unsur-unsur pembunuhan
sengaja baik didahului suatu perencanaan atau tidak didahului suatu
perencanaan yakni pembunuhan adalah orang yang berakal, sengaja
membunuh, si terbunuh manusia yang dilindungi oleh hukum, memakai alat
yang pada galibnya dapat mematikan. Mengenai sanksi pembunuhan sengaja
dalam Islam, para Fuqaha telah sepakat bahwa pada pembunuhan sengaja
pelakunya wajib dijatuhi hukuman Qishash. Adapun yang dimaksud dengan
Qishash berasal dari kata “Aqtashsa” yang bearti mengikuti, yakni mengikuti
perbuatan jahat untuk pembalasan yang sama dari perbuatannya itu.
Dasar hukum Qishash terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah
ayat 178 dan 179 yang artinya :
“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qishash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh : orang merdeka
dengan orang merdeka. Hamba dengan hamba, wanita dengan
wanita, maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari
saudaranya hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara
yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat)
kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula, “Dalam
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hukum Qishash itu ada (jaminan) kelangsungan hidup, hai orang-
orang yang berakal, supaya kamu bertakwa" Ayat 179 : “ Dalam
hukum Qishash itu ada (jaminan) kelangsungan hidup, hai orang-
orang yang berakal, supaya kamu bertakwa"
a) Pengertian Islam
Agama Islam adalah agama penutup dari semua agama-agama
yang diturunkan berdasarkan wahyu Illahi (Al-Quran) kepada Nabi
Muhammad SAW melelui Malaikat Jibril untuk diajarkan kepada seluruh
umat manusia sebagai pedoman hidup lahir dan batin dari dunia sampai
akhirat, sebagai agama yang sempurna. Islam sebagai kata benda berasal
dari bahasa arab jenis asdar, yaitu berasal dari kata kerja (fi’il). Kata kerja
asal tersebut terdiri dari :
1) Aslama
Aslama berarti berserah diri hal ini bermakna bahwa manusia
dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah), merasa kerdil dan harus
bersikap mengakui kelemahannya dan mengakui kekuasaan Allah
SWT.
2) Salima
Salima sebagai kata kerja transitif, sehingga artinya
“menyelamatkan, menentramkan, mengamankan orang lain baik dari
oleh lisan maupun perbuatannya”.
3) Salama
Salama sebagai kata bendanya, salaam itu berarti
menyelamatkan, menentramkan dan mengamankan. Dengan arti lain,
islam itu harus dapat menimbulkan perasaan aman dan damai (Mohd.
Idris R. 1997 : 8-9).
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b) Sumber Hukum Islam
Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum
Islam Mengenai sumber hokum Islam ada beberapa pendapat dikalangan
para ulama. Menurut Muaz bin Jabal sumber hukum Islam ada tiga, yaitu
Al Qur,an, As Sunnah atau Al Hadist dan akal piliran manusia yang
memenuhi syarat untuk berjitihad (Ar Rayu). Sedangkan menurut Imam
Syafi’I dalam kitab Ar Risalah, sumber hokum islam ada empat, yaitu Al
Quran, As Sunnah atau Al Hadist, Ijma’ dan Qiyas. Kedua pendapat
mengenai sumber hokum Islam di atas dapat disimpulkan bahwa sumber
hukum islam adalah Al Qur’an, As Sunnah, atau Al Hadist dan akal
pikiran (Ar Ra’yu) manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan
ijtihad (M. Daud Ali, 2007 : 71-75).
1) Al Qur’an
Al Qur’an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan yang
paling utama yang merupakan wahyu Allah SWT kepada Nabi
Muhammad SAW. Pada garis besarnya Al Qur’an menjelaskan
berbagai aspek kehidupan manusia, baik hubungan manusia dengan
Tuhannya (Ibadah), hubungan manusia dengan manusia (Muamalah)
atau hubungan manusia dengan makhluk Tuhan lainnya. Pengaturan
berkenaan dengan akidah, syariah, ibadah, muamalah, akhlak, kisah-
kisah umat terdahulu, berita tentang zaman yang akan datang, prinsip-
prinsip ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Segala sesuatu baik yang telah
terjadi maupun yang belum terjadi sudah ada hukummya dalam Al
Qur’an, sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al An’am ayat 38
yang artinya : “Tidaklah kami tinggalkan segala sesuatu peristiwa itu
kecuali ada penyelesaiannya dalam Al Qur’an”.
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2) As Sunnah atau Al Hadist
Sunnah ialah apa yang diriwayatkan dari Rasulullah S.A.W.
berupa kata-kata atau perbuatan atau penagakuan. Dari pengertian ini
kita dapat mengetahui bahwa Sunnah Rasul dibagi menjadi tiga yaitu
Sunnah Qualiah, Sunnah Fi’liah dan Sunnah Taqririah Sunnah
merupakan sumber kedua bagi hukum-hukum Islam dan hukum-
hukum yang dibawa oleh Sunnah tidak lebih daripada tiga macam :
a) Sebagai penguat hukum yang dimuat dalam Al Qur’an.
b) Sebagai penjelas (keterangan) terhadap hokum-hukum yang
dibawa oleh Al Qur’an, dengan macam-macamnya penjelasan,
seperti pembatasan arti yang umum, memerincikan persoalan-
persoalan pokok dan sebagainya.
c) Sebagai pembawa hukum baru yang tidak disinggung oleh Al
Qur’an secara tersendiri.
Dari segi banyak-sedikitnya orang yang meriwayatkan, hadist
dibagi menjadi tiga, yaitu :
a) Hadist mutawatir, yaitu yang diriwayatkan oleh orang banyak
sejak dari Rasul S.A.W sampai masa kita sekarang. Oleh karena
sangat banyaknya, maka tidak ada kemungkinan dibuat-buat
oleh orang-orang tertentu.
b) Hadist masyhur, yaitu yang diriwayatkan oleh orang banyak,
pada permulaan tingkatan tetapi tidak sebanyak orang yang
meriwayatkan hadist mutawatir, tetapi kemudian menyamai
tingkatan mutawatir pada masa-masa sesudahya.
c) Sunnah ahad, yaitu yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh
perseorangan sampai kepada masa kemudian. Kebanyakan
hadist termasuk tingkatan ahad.
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3) Akal Pikiran (Ra’yu)
Sumber hukum Islam yang ketiga adalah akal pikiran manusia
yang memenuhi syarat untuk berusaha, beriktiar dengan seluruh
kemampuan yang ada untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang
fundamental yang terdapat dalam Al Qur’an, kaidah-kaidah hukum
Islam yang bersifat umum yang terdapat dalam sunnah nabi dan
meneruskannya menjadi garis-garis hokum yang dapat diterapkan pada
suatu kasus yertentu (M. Daud Ali,1998:101). Akal adalah kunci untuk
memahami agama, ajaran dan hokum islam. Karena itu, akal pikiran
manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad yang menjadi sumber
hukum Islam yang ketiga atau dalam kepustakaan disebut Ar Ra’yu.
Adapun cara untuk melakukan ijtihad antara lain:
a) Ijma’
Yang dimaksud dengan Ijma ialah kebulatan pendapat
semua mujtahidin umat Islam atas sesuatu pendapat hokum yang
disepakati oleh mereka, baik dalam suatu pertemuan atau
berpisah-pisah, maka hokum tersebut mengikat (wajib ditaati),
dan dalam hal ini ijma’ merupakan dalil qat’i. Kekuatan ijma’
sebagai sumber hokum yang yang mengikat ditentukan oleh Al
Qur’an dan Sunnah (an Nisa 59), dan hadist yang terkenal:
“Umatku tidak akan bersepakat atas kekeliruan”.
b) Qiyas
Yang dimaksud dengan Qiyas adalah penalaran secara
analogis, dengan menggunakan analogi-analogi masa lalu dan
keputusan-keputusan yang dihasilkannya menjadi preseden dari
setiap situasi baru, atau juga diartikan dengan menyamakan
hokum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al
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Qur’an dan Sunnah atau Hadist dengan hal lain yang hukumnya
disebut dalam Al Qur’an dan Sunnah atau hadist karena
persamaan illat (penyebab atau alasan). Dalam aplikasi qiyas
meliputi perbandingan antara dua hal dengan maksud menilai
suatu hal dari sudut pandang hal lainnya.
c) Pengertian Jinayat (Hukum Pidana Islam)
Secara bahasa jinayat adalah bentuk jamak dari kata jinayah yang
berarti melakukan dosa. Sekalipun isim masdar (kata dasar), kata jinayah
dijamakan karena mencakup banyak ienis perbuatan dosa. Jinayah dapat
mengenai jiwa dan anggota badan, baik disengaja maupun tidak. Menurut
istilah syar’i, kata jinnayah berarti menganiaya badan sehingga pelakunnya
wajib dijatuhi hukuman qishas atau membayar diyat. Jarimah adalah
melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan meninggalkan
perbuatan-perbuatan wajib diancam syara’ dengan hukuman hadd atau
hukuman ta’zir. Pengertian jarimah itu sama artinya dengan peristiwa
pidana atau tindak pidana atau delik dalam hukum positif, namun bedanya,
hokum positif membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran
berdasarkan berat ringannya hukuman, sdangkan syariat Islam tidak
membedakan. (www.alislamu.com)
d) Bentuk-Bentuk Sanksi dalam Hukum Pidana Islam
Dalam Al Qur’an dan Hadist terdapat beberapa bentuk sanksi atau
hukuman terdapat sanksi atau hukuman terhadap seseorang yang
melakukan jinayat, diantaranya :
1) Hukuman Hudud
Hukuman hudud adalah hukuman yang ditentukan dan
ditetapkan Allah SWT di dalam Al Qur’an dan Al Hadist. Hukuman
hudud adalah hak Allah yang bukan saja tidak boleh diganti
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hukumannya atau diubah, tetapi juga tidak boleh dimanfaatkan oleh
siapapun di dunia. Bagi yang melanggar ketetapan hukum Allah yang
ditentukan oleh Allah dan Rosul-Nya adalah termasuk dalam
golongan orang zalim. Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Al
Baqarah ayat 229 yang artinya: “Dan barang siapa yang melanggar
aturan-aturan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang
zalim”.
2) Hukuman Qishas
Hukuman Qishas sama sengan hukuman hudud juga, yaitu
hukuman yang telah ditentukan Allah di dalam Al Qur’an dan Al
Hadist. Hukuman qishas adalah kesalahan yang dikenakan hukuman
balas. Membunuh dibalas dengan dibunuh, melukai dibalas dengan
melukai, menciderai dibalas dengan menciderai.
3) Hukuman Diyat
Hukuman Diyat adalah harta yang harus dibayar dan diberikan
oleh pelaku jinayat kepada wali atau ahli warisnyasebagai ganti rugi
atas jinayat yang telah dilakukan kepada korbannya. Hukuman diyat
diberikn pada orang yang melakukan kesalahan qishas dan ini
merupakan sebagai ganti rugi atas keselahan-kesalahan yang berupa
penganiayaan atau melukai anggota badan.
4) Hukuman Ta’zir
Hukuman Ta’zir adalah jinayat yang tidak dijatuhkan
hukuman hudud atau qishas. Hukuman Ta’zir adalah hukuman yang
tidak ditentukan kadar dan bentuk hukuman dalam Al Qur’an dan Al
Hadist, hukuman ta’zir dapat berupa celaan, kurungan, diasingkan,
dera, dan anti kerugian (Ahmad Azhar Basyir, 2006:56).
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B. Kerangka Pemikiran
Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang
bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan
hubungan-hubungan erat antara berbagai system-sistem hukum. Tindak
pidana pembunuhan merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan
nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak
melawan hukum. Untuk itu maka dibutuhkan suatu pengaturan sistem
untuk menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang dalam hal ini bisa
membuat jera para pelaku. Maka dalam penelitian ini, penulis akan
menggunakan perbandingan system hukum dalam hal pengaturan tindak
pidana pembunuhan dalam hukum Indonesi (KUHP) dengan yang diatur
dalam hukum Islam yang bersumber pada Al Qur’an, Hadist Rasulullah
dan akal pikiran para ulama.
PEMBUNUHAN
Hukum IslamHukum Pidana
Al Quran, Hadist
& Ra’yu
KUHP
Sanksi tindak
pidana
pembunuhan
dalam KUHP &
Hukum Islam
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BAB.III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan
a). Di dalam KUHP
Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa
seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak
melawan hukum. Bentuk pokok dari kejahatan terhadap nyawa yakni
adanya unsur kesengajaan dalam pembunuhan atau menghilangkan nyawa
seseorang baik “sengaja biasa” maupun “sengaja yang direncanakan”.
sengaja biasa yakni maksud atau niatan untuk membunuh timbul secara
sepontan, dan sengaja yang direncanakan yakni maksud atau niatan atau
kehendak membunuh direncanakan terlebih dahulu,merencanakannya
dalam keadaan tenang serta dilaksanakan secara tenang pula. Dalam
KUHP pengaturan mengenai pembunuhan terdapat dalam Pasal 338
sampai dengan Pasal 350 KUHP, adapun bunyi Pasal 338 KUHP
adalah sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang
lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama
lima belas tahun”.
Tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa dalam
KUHP secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 ( dua) golongan, yaitu
pertama berdasarkan unsur  kesalahannya, keduaberdasarkan objeknya.
Berdasarkan unsur kesalahannya tindak pidana pembunuhan
dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :
1). Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (dolus
misdrijven). Kejahatan ini diatur dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP
Pasal 338 sampai Pasal 350.
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2). Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja
(culpose misdrijven). Tindak pidana ini diatur dalam Buku Kedua
Bab XXI KUHP Pasal 359.
Berdasarkan objeknya/korban (kepentingan hukum yang
dilindungi) kejahatan terhadap nyawa dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :
1). Kejahatan terhadap nyawa manusia pada umumnya, diatur pada Pasal
338, 339, 340, 344, dan 345 KUHP.
2). Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat dilahirkan atau sesaat /
tidak lama setelah dilahirkan, perbuatan ini diatur dalam Pasal 341,
342, dan 343 KUHP.
3). Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan
atau masih berupa janin, dimuat dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349
KUHP.
Dalam penelitian ini penulis mengkategorikan tindak pidana
pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa menjadi 2 (dua) macam, yaitu
: kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dan yang
dilakukan tidak sengaja.
1). Pembunuhan yang di lakukan dengan sengaja.
a). Pembunuhan Biasa
Delik ini diatur dalam Pasal 338 KUHP yang merumuskan
bahwa “Barangsiapa senagaja merampas nyawa orang lain,
diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama
lima belas tahun”
Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP
menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya
adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini
disebutkan “paling lama” jadi tidak menutup kemungkinan
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hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas
tahun penjara.
b). Pembunuhan yang Disertai, Diikuti atau Didahului dengan
Tindak Pidana Lain
Delik ini diatur dalam Pasal 339 KUHP yang merumuskan
bahwa :
“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu
tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk
mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk
melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila
tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang
yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu
tertentu paling lama dua puluh tahun.”
Pada pembunuhan dalam Pasal 339 KUHP meropakan
suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam
pembunuhan yang diperberat ini terdapat 2 (dua) macam tindak
pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana
lain. Dalam Pasal 339 KUHP ini, ancaman pidananya adalah
pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling
lama dua puluh tahun. Sanksi pidana pada pembunuhan ini
termasuk relatif berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa
yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, karena dalam perbuatan ini
terdapat dua delik sekaligus.
c). Pembunuhan Berencana
Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang
menyebutkan sebagai berikut :
“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih
dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan
berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
34
atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh
tahun.”
Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih
berat dari pada  pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339
KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana
paling berat, yaitu pidana mati, di mana sanksi pidana mati ini
tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang
menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan
terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku
tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana
penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama
dua puluh tahun.
d). Pembunuhan oleh Ibu terhadap Bayinya
Tindak pidana pembunuhan terhadap bayi ini dibagi
menjadi 2 (dua) macam yaitu : pembunuhan bayi yang dilakukan
dengan tindak berencana (pembunuhan bayi biasa) dan
pembunuhan bayi yang dilakukan dengan perencanaan terlebih
dahulu.
1). Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan tidak berencana
(pembunuhan bayi biasa).
Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 341 KUHP, yang
menyebutkan sebagai berikut:
“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia
melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa
anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama
kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan
pidana penjara paling lama tujuh tahun.”
Pada kasus pembunuhan ini KUHP memberikan
ancaman hukuman bagi pelakunya dengan pidana penjara
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paling lama tujuh tahun. Sanksi pidana pembunuhan ini jauh
lebih ringan dibandingkan dengan pembunuhan biasa. Lebih
ringannya sanksi pidana tersebut di lihat dari subjek atau
pelaku pembunuhan. Pada saat melakukan pembunuhan
pelaku sedang mengalami kondisi kejiwaan yang lebih atau
sedang dalam keadaan tertekan batinnya karena ada
perasaan takut diketahui orang lain. Sehingga kondisi
kejiwaan yang demikian dinilai sebagai mengurangi
kesalahan pelaku atas tindak pidana pembunuhan yang
dilakukan terhadap bayinya. Namun hal tersebut tidak dapat
dijadikan ssbagai alasan yang sah untuk menghapuskan sifat
melawan hukumnya perbuatan ibu membunuh bayinya.
2). Pembunuhan bayi yang dilakukan dengan perencanaan
terlebih dahulu
Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 342 KUHP
yang rumusannya adalah sebagai berikut :
“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang
diambilnya karena takut akan diketahui bahwa ia akan
melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat
anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam
karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan
berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan
tahun.”
Ancaman sanksi sanksi pidana pembunuhan
berencana ini relatif lebih berat dibandingkan dengan
pembunuhan biasa pada bayi (Pasal 341 KUHP). Hal ini
didasarkan pada adanya perencanaan terlebih dahulu
sebelum melakukan pembunuhan. Dalam KUHP disebutkan
ancaman sanksi pidana terhadap ibu yang membunuh
bayinya sendiri pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan
yang didahului dengan perencanaan adalah dengan pidana
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penjara paling lama sembilan tahun. Kaitannya dengan Pasal
341 dan 342 KUHP, dalam KUHP juga diatur mengenai
orang lain yang turut serta melakukan tindak pidana
terhadap bayi. Hal ini diatur dalam Pasal 343 KUHP yang
berbunyi : “Bagi orang lain yang turut serta melakukan,
kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan pasal 342
dipandang sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak
dengan berencana.”
Artinya bahwa orang lain yang turut serta dalam
pembunuhan bayi tidak dapat diberlakukan ketentuan seperti
pada Pasal 341 dan 342 KUHP, namun ia diberlakukan
terhadap pelanggaran pada pembunuhan biasa (Pasl 338
KUHP) atau pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP. Jadi
sanksi pidana terhadap orang lain yang turut melakukan
pembunuhan tersebut adalah diberlakukan sama dengan
pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) atau pembunuhan
berencana (Pasal 340 KUHP).
e). Pembunuhan atas Permintaan Korban Sendiri
Pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344 KUHP yang
rumusannya adalah sebagai berikut: “Barangsiapa merampas
nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang jelas
dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana
penjara paling lama dua belas tahun.”
Menurut Pasal 344 KUHP, ancaman pidana pembunuhan
atsa permintaan korban sendiri adalah pidana penjara paling
lama dua belas tahun. Hukuman ini relatif lebih ringan daripada
pembunuhan biasa (Pasal 388 KUHP), mengingat bahwa
inisiatif dari pembunuhan ini dari perrmintaan korban itu
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sendiri, bukan dari dari pelaku. Sehingga pelaku sedikit
mendapatkan keringanan ancaman pidananya.
f). Penganjuran dan Pertolongan pada Bunuh Diri
Tindak pidana ini diatur di dalam Pasal 345 KUHP, yang
rumusannya adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan
sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya
dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu,
diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau
orang itu jadi bunuh diri.”
Tindak pidana kejahatan ini pelaku diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun. Sanksi pidana ini
termasuk yang paling ringan diantara sanksi pidana kejahatan
terhadap nyawa pada umum lainnya. Pelaku hanya sebagai
pendorong, menolong, atau memberi saran dalam perbuatan
bunuh diri.
g). Pengguguran dan Pembunuhan terhadap Kandungan
Tindak pidana ini berdasarkan subyeknya dibagi menjadi
2 (dua) macam, yaitu :
a). Dilakukan sendiri
b). Dilakukan oleh orang lain yang dibagi 2 (dua) macam,
yaitu :
(1). Atas persetujuan dari perempuan yang mengandung
janin;
(2). Tanpa persetujuan dari perempuan yang mengandung
janin.
Tindak pidana pengguguran atau pembunuhan terhadap
janin yang dilakukan sendiri ini diatur dalam Pasal 346 KUHP,
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yang dirumusannya adalah sebagai berikut: “Seorang wanita
yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam
dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
Pengguguran atau pembunuhan terhadap kandungan
tanpa persetujuan wanita yang mengandung  diatur dalam Pasal
347 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :
(1). Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau
mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan
wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama
dua belas tahun.
(2). Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas
tahun
Tanpa persetujuannya yang dimaksud dalam hal ini
adalah wanita tersebut tidak menghendaki akibat perbuatannya
yang berupa gugurnya atau matinya kandungan dalam rahimnya.
Karena adanya paksaan atau daya paksa (overmacht) dari orang
lain. Contoh kasas hamil di luar nikah dan pasangan dari pihak
laki-laki tidak menghendaki lahirnya janin tersebut. Sehingga
menyuruh pada pihak wanita untuk menggugurkan janin
tersebut dengan cara aborsi atau meminum obat tertentu. Dalam
kasus ini pihak wanita tidak dapat dipidana hal ini sebagaimana
diatur dalam Pasal 48 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang
siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak
dipidana.”
Pengguguran atau pembunuhan kandungan dengan
persetujuan wanita yang mengandung ini diatur dalam Pasal 348
KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :
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(1). Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau
mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan
wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama
lima tahun enam bulan.
(2). Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Tindak pidana ini ancaman pidananya lebih ringan
daripada tanpa ada persetujuan (Pasal 347 KUHP). Dalam ayat
(1) Pasal 348 KUHP disebutkan bahwa ancaman pidanan
terhadap pelaku adalah pidana penjara paling lama lima tahun
enam bulan, sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa
perbuatannya tersebut mengakibatkan matinya wanita itu,
dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pengguguran atau pembunuhan kandungan oleh
tabib/dokter, bidan, atau juru obat ini diatur dalam Pasal 349
KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :
“Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu
melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun
melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan
yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang
ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah denpn
sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan
pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan.”
Pada ketentuan Pasal di atas, disebutkan bahwa yang
bertindak sebagai subyek atau pelaku adalah tabib/dokter, bidan,
atau juru obat. Ancaman bagi pelaku kejahatan ini lebih berat
daripada pelaku kejahatan yang ada dalam Pasal 347 maupun
Pasal 348 KUHP yaitu pidananya dapat ditambah dengan
sepertiganya, meskipun sekedar sebagai pembantu saja.
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Bagi pelaku tindak pidana pembunuhan, selain diancam
dengan pidana pokok berupa penjara juga dapat diberikan sanksi
pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 350 KUHP
yang menyatakan sebagai berikut :
“Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena
pembunuhan berencana, atau karena salah satu kejahatan
tersebut dalam pasal 344, 347, dan 348, dapat dijatuhkan
pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1'- 5'.”
2). Pembunuhan yang di lakukan dengan tidak sengaja.
Tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja
merupakan bentuk kejahatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh
pelaku. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang
rumusannya sebagai berikut : “Barangsiapa karena kealpaannya
menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara
paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”
Terhadap kejahatan yang melanggar Pasal 359 KUHP ini ada
dua macam hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya
yaitu berupa pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana
kurungan paling lama satu tahun.
b). Di dalam hukum Islam
Hukum pidana Islam merupakan salah satu bagian dari syariat
Islam yang materinya kurang begitu dikenal oleh masyarakat muslim.
Bahkan dikalangan candikiawan muslim sendiri masin ada yang
beranggapan bahwa hukum-hukum pidana yang tercantum dalam Al-
Qur’an dan pernah dilaksanakan pada zaman Rasulullah SAW itu sudah
tidak relevan lagi untuk diterapkan pada zaman modern ini. Anggapan ini
sebenarnya dipengaruhi oleh pemikiran orientasi barat pada umumnya,
yang mengatakan bahwa hukum pidana Islam itu hukum yang kejam,
biadab, tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia, dan sebagainya.
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Padahal kalau diteliti dengan seksama, tidak ada satupun hukuman pidana
di dunia ini yang merampas hak asasi manusia.
Sebelum Islam lahir di Jazirah Arab sering terjadi pembunuhan dan
peperanagan antara kabilah yang satu dengan kabilah lainnya. Hal ini
memang merupakan suatu tradisi dan kebiasaan orang Arab Jahiliyah yang
gemar dan suka berperang. Namun, ketika satu kabilah yang lebih kecil
membunuh seseorang dari kabilah yang lebih besar dan terhormat, maka
kabilah yang besar tersebut mengupayakan mereka dalam membalas
dengan membunuh ra’is (kepala)  kabilah yang kecil dan ini merupakan
keinginan dari kabilah yang besar. Kemudian, jika seorang membunuh
wanita, maka ahli warisnya ingin membalas dengan membunuh pria
sebagai penggantinya, begitu pula dengan nyawa seorang hamba diganti
dengan nyawa seorang yang merdeka, dan jika hal tersebut tidak terpenuhi
maka konsekuensinya adalah perang antara kabilah. Maka Islam hadir
untuk meluruskan tradisi dan kebiasaan buruk Arab Jahiliyah tersebut.
(http://www.waspada.co.id).
Pembunuhan pertama kali dalam kehidupan manusia adalah
pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Hal ini
sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Maaidah ayat 27 sampai dengan
ayat 31. dalam ayat 30, antara lain disebutkan : “maka hawa nafsu Qabil
menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu
dibunuhnyalah maka jadilah ia orang di antara orang-orang yang
merugi”
Pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang
mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan
dengan sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan merupakan perbuatan
yang dilarang syara’. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam Al-
Qur’an sebagai berikut :
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Dalam Surat Al-An’aam ayat 151 yang artinya“Dan janganlah
kmu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan
dengan sesuatu (sebab) yang benar…”
Dalam Surat Al-Israa’ ayat 31 dan 33 yang artinya
“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut
kemiskinan.Kamulah yang akan memberi rezeki kepada merek a
dan juga kepadanya. Sesungguhnya membunuh mereka adalah
suatu dosa yang besar.”Surat Al Israa ayat 33 “Dan janganlah
kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya),
melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”
Dalam Surat Al-Furqaan ayat 68 “Dan orang-orang yang tidak
menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang
diharamkan Allah (membunuhnya)kecuali dengan (alasan)yang benar…”
Selain dalam Al-Qur’an larangan pembunuhan juga terdapat dalam
dalam beberapa hadist Nabi, antara lain hadist yang diriwayatkan oleh
Bukhari dan Muslim, artinya : “Dari Ibn Mas’ud ra. Ia berkata : Rasulullah
SAW telah bersabda :
“Tidak halal darah seorang muslim yang telah menyaksikan
bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan bahwa aku utusan
Allah, kecuali dengan salah satu dari tiga perkara : (1) Pezina
Muhshan, (2) Membunuh, dan (3) Orang-orang yang
meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jama’ah.
Hadist riwayat Abu Dawud AnNas’I dan Ibnu Majah : Dari ibn
Abbas ra ia berkata  “ Telah bersabda Rasulullah SAW: “….dan barang
siapa dibunuh dengan sengaja maka ia berhak untuk menuntut qishash.
Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer  : 10/MUNAS
VII/MUI/14/2005 tentang hukuman mati dalam tindak pidana tertentu.
Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut disebutkan bahwa islam
mengakui eksistensi hukuman mati dan memberlakukannya dalam jarimah
(tindak pidana) hudud, qishash, dan ta’zir. Sekaligus memberikan legalitas
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bahwa Negara boleh melaksanakan hukuman mati kepada pelaku
kejahatan pidana tertentu.
2. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan
a). Di dalam KUHP
1) Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan dengan
Sengaja
Pasal 338
Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam
karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas
tahun.
Pasal 339.
Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak
pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau
mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri
maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun
untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara
melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
Pasal 340
Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih
dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan
berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh
tahun.
Pasal 341
Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan
anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak
itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh
anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 342
Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya
karena takut akan diketahui bahwa ia akan melahirkan anak,
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menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau
tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak
sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama
sembilan tahun.
Pasal 343
Bagi orang lain yang turut serta melakukan, kejahatan yang
diterangkan dalam Pasal 341 dan Pasal 342 dipandang sebagai
pembunuhan atau pembunuhan anak dengan berencana.
Pasal 344
Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu
sendiri, yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam
dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
Pasal 345
Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri,
menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya
untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
kalau orang itu jadi bunuh diri.
Pasal 346
Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun.
Pasal 347
(1). Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu,
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
(2). Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia
diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
Pasal 348
(1). Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan
kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam
bulan.
(2). Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
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Pasal 349
Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan
kejahatan tersebut dalam Pasal 346, ataupun melakukan atau
membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam
Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal
itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk
menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan.
Pasal 350
Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan
berencana, atau karena salah satu kejahatan tersebut dalam Pasal
344, 347, dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak tersebut
dalam pasal 35 nomor 1'- 5'.
2) Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Secara
tidak Sengaja
Pasal 359
Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain,
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau
kurungan paling lama satu tahun.
b). Di dalam Hukum Islam
Agama Islam menetapkan hukuman dengan tegas yang kadang-
kadang tampak keras dan kejam, bagi mereka yang memandang sepintas
lalu tanpa direnungkan atau dipikirkan secara mendalam. Jika dilihat dari
segi hukuman dalam hukum pidana Islam ada empat (4) macam hukuman
yaitu :
1) Hukuman Hudud
Hukuman hudud adalah hukuman yang ditentukan dan
ditetapkan Allah SWT di dalam Al Qur’an dan Al Hadist. Hukuman
hudud adalah hak Allah yang bukan saja tidak boleh diganti
hukumannya atau diubah, tetapi juga tidak boleh dimanfaatkan oleh
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siapapun di dunia. Bagi yang melanggar ketetapan hukum Allah yang
ditentukan oleh Allah dan Rosul-Nya adalah termasuk dalam
golongan orang zalim. Firman Allah SWT dalam Al Quran Surat Al
Baqarah ayat 229 yang artinya: “Dan barang siapa yang melanggar
aturan-aturan hukum Allah maka mereka itulah orang-orang yang
zalim”.
2) Hukuman Qishas
Hukuman Qishas sama sengan hukuman hudud juga, yaitu
hukuman yang telah ditentukan Allah di dalam Al Qur’an dan Al
Hadist. Hukuman qishas adalah kesalahan yang dikenakan hukuman
balas. Membunuh dibalas dengan dibunuh, melukai dibalas dengan
melukai, menciderai dibalas dengan menciderai.
3) Hukuman Diyat
Hukuman Diyat adalah harta yang harus dibayar dan diberikan
oleh pelaku jinayat kepada wali atau ahli warisnyasebagai ganti rugi
atas jinayat yang telah dilakukan kepada korbannya. Hukuman diyat
diberikn pada orang yang melakukan kesalahan qishas dan ini
merupakan sebagai ganti rugi atas keselahan-kesalahan yang berupa
penganiayaan atau melukai anggota badan.
4) Hukuman Ta’zir
Hukuman Ta’zir adalah jinayat yang tidak dijatuhkan
hukuman hudud atau qishas. Hukuman Ta’zir adalah hukuman yang
tidak ditentukan kadar dan bentuk hukuman dalam Al Qur’an dan Al
Hadist, hukuman ta’zir dapat berupa celaan, kurungan, diasingkan,
dera, dan anti kerugian.
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Hukum Islam tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi tiga
macam, yaitu :
1) Pembunuhan yang dilakukan dengan  sengaja (‘amad)
Pembunuhan sengaja yakni dilakukan oleh seseorang dalam
membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dapat mematikan.
Perbuatan kesengajaan dapat terjadi dengan direncanakan terlebih
dahulu atau tidak direncanakan. Adapun mengenai sanksi pidana
pembunuhan yang disengaja dan berencana dalam hukum Islam pihak
wali dari terbunuh diberi alternatif hukuman yang dijatuhkan terhadap
pelaku yang telah membunuh ahli waris atau keluarganya, yaitu : 1).
Menuntut hukum qishas, 2). Memanfaatkan dengan imbalan diyat.
Pembunuhan dengan disengaja ini diatur surat Al Baqarah ayat
178 dan 179 yang artinya :
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka
denga orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan
wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan
saudaranya, hendaklah (yang memanfaatkan) mengikuti dengan
cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar
diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).
Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu
dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampui batas sesudah
itu, baginya siksa yang sangat pedih”. (Surat Al Baqarah ayat :
178) “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup
bagimu, bagi orang-orang yang berakal, supaya kamu
bertaqwa.” (Surat Al Baqarah ayat : 179)
Ahli waris dari korban tidak boleh menuntut balas atau hukuman
melebihi batas yang ditentukan oleh Allah seperti firman Allah dalam Al
Qur’an surat Al Israa’ ayat 33 yang artinya :
”Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah
(membunuh) melainkan dengan sesuatu (alasan) yang bener.
Dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sesungguhnya
kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya tetapi
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janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam pembunuhan
sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan”
Pembunuhan dengan sengaja dalam syariat Islam diancam
beberapa macam hukuman yaitu hukuman pokok, pengganti dan juga
hukuman tambahan. Bentuk hukuman pokok untuk pembunuhan adalah
qishas dan kifarat. Sedangkan penggantinya adalah diat dan tazir.
Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan
wasiat. Namun apabila wali dari korban memaafkan maka pelakunya
untuk membayar diyat. Menggenai besarnya diyat dijelaskan dalam
hadist Rasulullah SAW yang artinya :
”Barang siapa yang membunuh (orang yang tak bersalah)
secara sengaja (dan berencana) maka urusannya kepada pihak
keluarga si terbunuh. Jika mereka mau menuntut hukum balas
membunuh dan jika mau mereka menuntut diyat yaitu
(membayar) tiga puluh hiqqah (onta betina berusia tiga tahun
yang masuk tahun ke empat) dan tiga puluh jadzah (onta yang
sedang bunting) dan apa saja yang mereka tuntut kepada si
pembunuhsebagai imbalan perdamaian maka ia (imbalan itu)
untuk mereka dan yang itu untuk penekanan pada diyat” (H.R
Tirmidzi dan Ibnu Majah).
Pembunuhan sengaja yakni dilakukan oleh seseorang dalam
membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dapat mematikan.
Perbuatan kesengajaan dapat terjadi dengan direncanakan terlebih
dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari peristiwa itu
adalah adanya ”niat” yang diwujudkan melalui perbuatan yang
dilakukan sampai selesai. Bagi pembunuh wajib menjalankan qishash
kecuali memperoleh pengampunan dari ahli waris korban. Pelaksanaan
qishash bagi seorang yang melakikan pembunuhan dapat dijalankan
kalau pembunuh memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu
1) Sudah baligh atau berakal,
2) Pembunuh bukan bapak dari korban,
3) Kedududukan korban sederajat, artinya beragama Islam dan
merdeka (bukan budak)
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Bagi seorang pembunuh yang memenuhi syarat-syarat tersebut
selain memenuhi dasar hukumnya, maka diwajibkan menjalankan
qishash. Dasar hukum qishash berlaku juga bagi hukum talio lainnya
yang berakibat korban menjadi cacat tubuh. Hukum talio lain yang
dimaksud meliputi perbuatan penganiayaan, melukai atau
menghilangkan salah satu bagian anggota tubuh (indera), maka
pelakunya dikenakan sanksi hukuman seperti qishash.
2) Pembunuhan yang dilakukan serupa sengaja  sengaja (syabah
amad)
Pengertian dari pembunuhan yang menyerupai sengaja ialah
suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan sesuatu yang
biasanya tidak menyebabkan kematian. Misalnya dengan kerikil,
tongkat, memukul dengan tanga kosong. Imam Nawawi memberikan
rumusan pembunuhan serupa sengaja ialah pemukulan dengan apa yang
biasanya tidak membunuh.
Sanksi pembunuhan mirip sengaja adalah:
a) Diyat yang berat (al-diyat al-mughallazhah), yang diserahkan oleh
keluarga yang membunuh. Sabda Rasulullah SAW….”Sesungguhnya
pembunuhan yang tidak sengaja (qatiil ul khathaa’) yang mirip
kesengajaan berupa pembunuhan dengan cambuk dan tongkat, maka
diyatnya adalah 100 ekor unta 40 diantara unta yang telah hamil”
b) Kafarat (tebusan). Allah berfirman dalam surat An Nisa’ ayat 92
artinya
“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan
barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah
(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang
beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga
terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang
memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si
pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan
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jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian
(damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si
pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya
yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka
hendahklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut
untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah
maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Depag RI, 1971 : 135
Dasar hukum pembunuhan mirip sengaja adalah Ad-Daruquthi
meriwayatkan sebuah hadist dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW
bersabda, yang artinya :
“kesengajaan (mengharuskan) hukuman qishas, dan kesalahan
hanya bayar diat tanpa qihas. Barang siapa dibunuh di luar
kesengajaan dengan batu atau tongkat, atau cemeti, maka si
pembunuh wajib atasnya diyat yang diberatkan dalam bentuk
onta yang sudah cukup umur”
Ancaman sanksi pidana pembunuhan serupa ini adalah diyat
mughallazhah yaitu diyat yang diperberat. Diyat seperti ini pada
pembunuhan sengaja karena mengingat perbuatannya bukanlah
merupakan suatu kesalahan yang murni sebab pemukulannya itulah yang
menjadi tujuan dari perbuatannya bukan pada meninggalnya korban atau
untuk membunuh korban akan tetapi terhadap pelaku pembunuhan
menyerupai sengaja tidak boleh dituntut hukuman qishas. Imam Ahmad
meriwayatkan dari Amr  Ibn Syu aib bahwa Rasullulah bersabda yang
artinya :
”Diyat membunuh serupa sengaja diberatkan sama dengan
membunuh sengaja akan tetapi pelakunya tidak dihukum mati.
Demikian itu supaya setan menyingkir dari kalangan manusia
sehingga peristiwa pembunuhan tersebut dapat diselesaikan
dengan kepala dingin tanpa dendam atau mengangkat senjata”
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3) Pembunuhan yang dilakukan  tidak sengaja (khathaa’)
Pembunuhan tidak sengaja adalah suatu tindakan yang
sebenarnya tidak ditujukan untuk korban  akan tetapi pada kenyataannya
tindakan tersebut mengenai si korban. Atau dengan kata lain
pembunuhan yang tidak sengaja adalah seorang mukalaf melakukan
perbuatan yang mubah baginya. Misalnya seseorang bertujuan
menembak harimau tetapi tembakan tersebut justru mengenai manusia
dan menyebabkan matinya prang tersebut. Atau ada kendaraan yang
berjalan mundur sehingga menabrak seseorang hingga orang tersebut
mati sedangkan pengendara tersebut tidak melihatnya atau tidak
bermaksud membunuhnya. Unsur pembunuhan tidak sengaja
antara lain:
a) Adanya perbuatan yang memyebabkan kematian
b) Terjadinya perbuatan itu karena kesalahan
c) Adanya sebab-akubat antara perbuatan kesalahan dengan
kematian.
Pada umumnya kesalahan ini terjadi bukan karena kealpaan,
kurang hati-hati, kecerobohan, dan sebagainya. Ketentuan mengenai hal
ini dijelaskan dalam firman Allah SWT  dalam Al Qur’an surat An Nis
ayat ( 92 ) yang artinya:
“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang
mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan
barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah
(hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang
beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga
terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang
memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si
pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan
jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian
(damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si
pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya
yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka
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hendahklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut
untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah
maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Depag RI, 1971 : 135)
Sanksi pembunuhan tidak sengaja adalah :
a) Diyat yang ringan (al-diyatu al mukhaffafah) yaitu 100 unta tanpa
syarat;
b) Kafarat (tebusan)
Pembunuhan tidak sengaja yaitu peristiwa hukum yang
dilakukan sebagai suatu perbuatan tertentu terhadap seseorang yang
berakibat korbannya meninggal dunia. Sanksi hukumannya adalah wajib
membayar diyat ringan yang diberikan terhadap ahli waris korban yang
jumlahnya telah ditentukan,sedangkan pelaksanaanya dilakukan dengan
angsuran pada tiap-tiap akhir tahun sebanyak sepertiga (1/3) babian
jumlah yang telah ditentukan. Sifat-sifat daridiyat ringan sebagai berikut
a) Dendanya dibagi lima,
b) Pembayaran dilakukan oleh keluarga,
c) Pelaksanaannya pembayaran selama 3 tahun dengan angsuran,
d) Pembayaran dapat dilakukan dengan uang sebesar onta.
Pembunuhan tidak sengaja dengan diyat ringan akan berubah
sifat hukumnya menjadi diyat berat kalau pembunuhan tersebut
dilakukan :
a) Di Mekkah,
b) Terjadinya pembunuhan pada bulan haram (bulan Zulka’idah,
Zulhijah, Muharrom, dan Rajab),
c) Yang terbunuh adalah muhrim dari pembunuh.
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B. Pembahasan
Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP disebut juga sebagai
kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa ialah kejahatan yang
dilakukan berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Obyek dari
kejahatan ini adalh nyawa manusia.jadi dalam hal ini suatu perbuatan dapat
disebut sebagai tindak pidana pembunuhan apabila korbannya adalah
manusia,bukan hewan atau sejenisnya. Dalam perbuatan menghilangkan
nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
a) Adanya wujud perbuatan;
b) Adanya suatu kematian (orang lain);
c) Adanya hubungan sebab dan akibat (causal verband)antara perbuatan dan
akibat kematian (Adami Chazawi , 2001:57).
Pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa merupakan delik materiil,
yaitu suatu tindak pidana yang melarang timbulnya akibat tertentu. Jadi yang
dipandang dari delik materiil adalah timbulnya akibat dari perbuatan tersebut
dan pada selesainya perbuatan itu,bukan pada bagaimana cara yang
dilakukannya (dibacok, ditembak, dipukul). Misalnya ditembak ternyata tidak
mengakibatkan matinya korban, maka ini belum termasuk pada delik
pembunuhan, namun masih berupa percobaan pembunuhan. Tindak pidana
pembunuhan dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat antara para
ulama dalam mengkatagorikannya. Imam Malik hanya menetapkan dua
macam pembunuhan yaitu pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan yang
tidak sengaja, hal ini disebabkan karena Al-Quran hanya menyebutkan dua
macam pembunuhan, yaitu sengaja atau tidak sengaja. Pembunuhan semi
sengaja hanya disebutkan dalam Hadist. Namun Hadist yang menyebutkan
adanya pembunuhan semi sengaja itu dinilai lemah karena riwayatnya
mudhtharib.(Ahmad Azhar Basyir, 2006 :33). Pada pembahasan ini akan
dibandingkan mengenai sanksi pidana pembunuhan yang disengaja dan
poembunuhan yang tidak sengaja yamg diatur dalam KUHP dan berdasarkan
hukum Islam.
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1 Pengaturan dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan  yang  Disengaja.
Pengertian dari pembunuhan yang disengaja dalam hukum Islam ialah
seorang mukalaf secara senagaja dan terencana membunuh orang yang
terlindungu darahnya(tak bersalah), dengan dasar kehendak yang kuatbahwa
dia harus dibunuh olehnya. Kata sengaja berasal dari kata “amida” atau
“amad”. Dalam Al-Quran menggunakan kata “muta’ami” yang artinya
dengan sengaja.Pengertian dari pembunuhan yang disengaja ini mirip dengan
yang diatur dalam hukum pidana Indonesia yaitu pelaku menghendaki akibat
yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya, yaitui meninggalnya
orang lain. Dalam KUHP, pembunuhan yang disengaja diatur dalam Pasal
338 sampai dengan Pasal 350. Pada umumnya sanksi pidana terhadap
pembunuhan yang disengaja yang diatur pada KUHP adalah berupa pidana
penjara selama waktu tertentu yang lamanya tergantung pada subjek pelaku,
obyek / korban, bentuknya, dan ada atau tidak adanya perencanaan terlebih
dahulu.
Pembunuhan yang disengaja dalam hukum islam diatur dalam Al
Quran Surat Al Baqoroh ayat 178-179 ,yang artinya :
“Hai oarang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishosh
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh;orang merdeka dengan
orang merdeka,hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.
Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari
saudaranya,hendaklah (yang memaafkan)mengikuti dengan cara yang
baik, dan hendaklah(yang diberi maaf) membayar(diyat) kepada yang
memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu
adalah suatuy keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.
Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa
yang sangat pedih” Dan dalam qishash itu ada (jaminan
kelangsungan) hidup bagimu, bagi orang-orang yang berakal, supaya
kamu bertaqwa.” (Surat Al Baqarah ayat : 179) (Depag RI,1971:43).
Ayat di atas disebutkan bahwa qishas ditetapkan atas dasar persamaan
antara pelaku dan korban. Orang medeka di-qishas karena membunuh orang
merdeka; budak di-qishas karena membunuh budak; wanita di-qishas karena
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membunuh wanita; Namun para fukaha berselisih pendapat mengenai syarat
persamaan tersebut. Dengan memperhatikan ajaran Islam tentang hak hidup
bagi umat manusia, maka pembunuhan dengan sengaja secara umum dapat
mengakibatkan hukuman qishas.
Hukum pidana Islam memberikan sanksi pidana pembunuhan yang
disengaja berupa qishas, yaitu hukuman yang sama dengan perbuatan yang
telah dilakukannya, oleh karena perbuatannya berupa pembunuhan, maka
pelaku juga akan mendapatkan sanksi pidana pembalasan berupa dibunuh atau
dihukum mati. Namun dalam hukum pidana islam dikenal; adanya pemaafan
atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari keluarga korban. Pemaafan ini
dapat meringankan hukuman terhadap pelaku, dimana yang seharusnya
pelaku mendapatkan sanksi hukuman qishas, namun karena adanya pemaafan
dari keluarga korban maka pelaku dapat dibebaskan dari hukuman qishas
diganti dengan membayar diyat kepada keluarga korban atau wali.
Wali adalah orang yang berhak menuntut pembalasan, yaitu ahli waris
dari korban. Wali inilah yang berhak menuntut dijatuhkannya pidan aterhadap
pelaku, bukan penguasa (pemerintah). Tugas pemerintah hanyalah menangkap
si pembunuh. Oleh karena itu keputusan sepenuhnya diserahkan   kepada wali
korban. Menurut Imam Malik orang yang berhak menuntut qishas atau
memaafkannya adalah ashabul bi nafsih, yaitu orang yang paling dekat
dengan korban. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i dan
Imam Ahmad orang yang paling berhak adalah seluruh ahli waris laki-laki
atau perempuan.
Mengenai besarnya diyat, dijelaskan dalam Hadist Rosulullah SAW ,
Yang artinya:
“Barangsiapa membunuh (orang tak bersalah)secara sengaja (dan
terencana), maka urusannya kepada pihak keluarga si terbunuh, jika
mereka mau, menuntut hukum balas membunuh; dan jika mau, mereka
menuntut diyat, yaitu (membayar)tiga puluh hiqqah(onta betina
berusia tiga tahun yang masuk tahun keempat)dan tiga puluh jadza’ah
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(onta yang masuk tahun kelima) serta empat puluh khalifah(onta yang
sedang bunting) dan, apa saja yang mereka tuntut kepada si
pembunuh sebagaiimbalan perdamaian, maka ia(imbalan itu) untuk
mereka, dan yang demikian itu untuk penekanan pada dia”(H.R.
Tirmidzi dan Ibnu Majah)
Besarnya Diyat yang harus dibayarkan adalah sebanyak 100 ekor onta,
dengan spesifikasi sebagai berikut:
a) Tiga puluh hiqqah (onta betina berusia tiga tahun yang masuk tahun
keempat);
b) Tiga puluh jadza’ah (onta yang masuk tahun kelima atau sudah dewasa);
c) Empat puluh khalifah (onta yang sedang bunting).
Pada diyat pembunuhan yang disengaja adalah diyat mughallazhah
(diyat berat), yaitu diyat yang diperberat, diyat ini pembayarannya hanya
diambil dari harta pelaku saja dan harus dibayar tunai. Pembayaran diyat
hendaknya diminta dengan baik, misalnya dengan tidak mendesak yang
membunuh apabila memang belum mampu untuk membayarnya,dan yang
membunuh hendaknya juga membayar dengan baik, misalnya tidak menunda-
nunda pembayarannya jika memang sudah mampu untuk membayarnya.
Selain itu juga tidak boleh menuntut pembayaran diyat yang melebihi batas
yang besarnya sudah ditentukan seperti pada tersebut diatas.
Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan yang disengaja  jika
dimaafkan oleh keluarganya, tidak dituntut membayar diyat yang telah
ditentukan besarnya melainkan tergantung dari persetujuan dari keluarga
korban, dengan pelaku, dan  apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
harus dibayar tunai dari harta si pembunuhan itu sendiri. Pendapat Abu
Hanifah ini didasarkan atas tidak disebutkannya dengan jelas berapa besar
penggantian diyat dalam Al Quran (Ahmad Azhar Basyir, 2006:21) Namun
apabila keluarga korban memberikan pemaafan secara cuma-cuma, yaitu
pemaafan secara mutlak kepada pelaku dari keluarga korban tanpa menuntut
hukuman apapun maka pelaku pembunuhan dapat terbebas dari hukuman
qishas maupun diyat. Para ulama sepakat tentang kebolehan pemaafan secara
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cuma-cuma ini. Pada hukum pidana yang diatur dalam KUHP, tidak dikenai
adanya pemaafan secara cuma-cuma dari keluarga korban apabila telah terjadi
tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Pada hukum Islam, pemaafan
cuma-cuma ini dapat memungkinkan pelaku terbebas dari hukuman qishas
dan diyat, namun dalam hukum pidana Indonesia pemaaf dari keluarga korban
terhadap pelaku pembunuhan tidak dapat mempengaruhi ancaman pidananya
karena keputusan sepenuhnya ditangan Hakim yang memeriksa dan mengadili
berdasarkan bukti-bukti yang telah ada.
Sanksi pidana pembunuhan dalam KUHP tidak terdapat hukuman
yang mengharuskan memberikan ganti rugi kepada keluarga korban,misalnya
membayar diyat seperti pada hukum Islam. Karena dalam hukum pidana yang
diatur dalam KUHP, hukum pidana merupakan mutlak hukum publik dimana
penyelesaiannya sepenuhnya menjadi hak negara. Namun apabila kita
perhatikan, sebenarnya pihak yang paling dirugikan apabila terjadi tindak
pidana pembunuhan adalah keluarga korban, sebab sudah barang tentu
keluarga korban akan merasa kehilangan salah satu anggota keluarganya dan
mungkin akan kehilangan sumber penghasilannya apabila korbannya
merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja untuk mencari nafkah
bagi keluarganya. Oleh karena itu sanksi pidana penjara yang diatur dalam
KUHP mungkin hanya akan memberikan keadilan dari dari aspek batiniah
dari keluarga korban karena pelaku sudah mendapatkan sanksi pidana yang
setimpal berupa dipidana penjara selama waktu tertentu, namun dari aspek
materiil keluarga korban  tidak mendapatkan balasan atau ganti rugi materiil
dari pelaku karena telah membunuh salah satu anggota keluarga korban yang
menjadi sumber penghasilan bagi keluarganya.
Pada pembunuhan yang berencana, KUHP memberikan sanksi pidana
yang paling berat diantara bentuk pembunuhan yang lainnya, yaitu berupa
pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu  paling
lama dua puluh tahun sebagaimana diatur pada 340 KUHP. Faktor adanya
perencanaan inilah yang menjadi dasar beratnya hukuman ini dibandingkan
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dengan pembunuhan yang lain. Terdapat 3 (tiga) syarat/ unsur dari adanya
rencana terlebih dahulu ini (Adami  Chazawi,2001 :82), yaitu:
a). Memutuskan kehendak dalam suasana batin yang tenang
Maksudnya ialah pada saat melaksanakan kehendak untuk
membunuh dilakukan dalam  suasana batin yang tenang. Suasana batin
yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, idak
dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebelum memutus
kehendak untuk membunuh, sudah dipertimbangkan dan dipikirkan
mengenai untung dan ruginya, resiko, cara yang digunakan, alat yang
digunakan dan sebagainya.
b). Adanya waktu yang cukup lama sejak timbulnya kehendak sampai
pelaksanaan kehendak
Waktu yang cukup lama atau tenggang waktu ini adalah relatif,
artinya tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan tergantung
pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Dalam waktu tenggang
ini terdapat hubungan antara pengambilan keputusan kehendak dengan
pelaksanaan kehenda. Artinya bahwa pelaku masih mungkin untuk
menarik kehendaknya untuk membunuh, dan ada waktu untuk memikirkan
cara dan alat apa yamg akan digunakannya.
c). Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana batin yang tenang
Maksudnya ialah pada sat melaksanakan pembunuhan tidak dalam
suasana yang tergesa-gesa, rasa takut, ancaman, emosi yang berlebihan,
dan sebagainya.
Ketiga unsur/syarat mengenai perencanaan diatas, bersifat kumulatif,
artinya apabila salah satu dari unsur / yarat tersebut tidak terpenuhi, maka
sudah tidak dapat lagi disebut sebagai perencanaan. Namun untuk
membuktikan ketiga unsur tersebut tidaklah mudah,karena bentuknya
menyerupai pembunuhan biasa. Disinilah peran aparat penegak hukum untuk
dapat membuktikan bahwa suatu tindak pidana pembunuhan apakah tergolong
pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP) atau termasuk pada pembunuhan
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berencana (Pasal 340 KUHP). Sedangkan dalam hukum Islam tidak
membedakan antara pembunuhan yang direncana terlebih dahulu atau tidak,
hukum Islam hanya mengkatagorikan berdasarkan unsur kesengajaannya. Jadi
selama pembunuhan itu  dilakukan dengan sengaja entah itu dengan
perencanaan terlebih dahulu atau tidak hukumnya tetap sama, yaitu hukumnya
qishas atau diyat. Pada pembunuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak
kandungnya sendiri, dalam  hukum Islam terdapat pengecualian mengenai
sanksi hukumannya.
Menurut hukum Islam, seorang ayah yamg membunuh anaknya
sendiri tidak dikenakan hukuman, sebagaimana disebutkan dalam Hadist,
yang artinya  : “seorang ayah tidak dituntut karena membunuh anaknya” (
H.R. Ahmad dan Ibnu Majah). Jadi berdasarkan Hadist tersebut bahwa
apabila seorang ayah membunuh anaknya sendiri, pelaku (ayah) tidak dapat
dituntut hukuman qishas atau diyat. Hal ini tentu berbeda dengan diatur
dalam KUHP. KUHP tidak memandang pelaku pembunuhan  berdasarkan ada
atau tidaknya hubungan kekeluargaan denan korbannya. Setiap orang
melakukan tindak pidan apembunuhan akan diancam dengan pidana penjara
selama waktu tertentu, KUHP hanya memberi sedikit keringanan ancaman
pidan aterhadap seorang ibu yang membunuh anaknya sendiri saat dilahirkan
atau tidak lama setelah dilahirkan, itupun dengan alasan karena ibu tersebut
takut akan ketahuan melahirkan anak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal
341 dan 342 KUHP. Pasal 341 KUHP menyebutkan bahwa latar belakang
atau motif dari tindak pidan ini adalah karena adanya rasa takut akan ketahuan
orang lain apabila melahirkan anak. Waktu pelaksanaan  dari pembunuhan
bayi ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:
a). Pada saat bayi dilahirkan
Maksudnya ialah waktu dari pembunuhan ini saat atau selama
proses persalina berlangsung. Jadi bayi yang harus dibunuh  haruslah
benar-benar sudah diluar rahim ibunya, meskipun hanya sebagian anggota
tubuh bayi itu yang baru keluar.
60
b). Tidak lama setelah dilahirkan
Maksudnya adalah pembunuhan bayi ini jangka waktunya tidak
lama setelah bayi itu dilahirkan atau keluar dari rahim ibunya. Apabila
dilakukan dalam jangka waktu yang lama setelah dilahirkan, maka
pembunuhan tersebut termasuk dalam pembunuhan biasa (pasal 338
KUHP).
Di media masa sering ada berita bahwa motif dari pembunuhan bayi
oleh ibu kandungnya sendiri ialah karena si pelaku merasa malu dan takut
dengan orang lain apabila ia melahirkan bayi sebab anak tersebut bukanlah
hasil perkawinan yang sah. Mengenai pembunuhan atas permintaan korban
sendiri, sebagaimana diatur pada Pasal 344 KUHP terhadap pelaku diancam
dengan pidana  penjara paling lama dua belas tahun. Pembunuhan atas
permintaan korban sendiri ini harus memenuhi unsur sebagai berikut :
a) Dilakukan atas permintaan korban sendiri.
Pengertian permintaan disini adalah berupa pernyataan kehendak
yang ditujukan kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan
tertentu yang diminta oleh orang yang memintanya itu. Jadi inisiatif untuk
melakukan pembunuhan ini datang dari korban sendiri.
b) Secara jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati
Artinya bahwa pernyataan untuk dilakukan pembunuhan ini harus
dinyatakan  dengan sungguh-sungguh atau harus dinyatakan secara tegas
dan jelas. Korban harus menyadarinya atau menginsafi secara betul
mengenai niatannya itu. Pernyataan tersebut harus benar-benar muncul
dari permintaan korban sendiri untuk memerintahkan kepada orang lain
untuk mengakhiri hidupnya.
Menurut hukum Islam terdapat perbedaan pendapat mengenai
pemberian sanksi pembunuhan atas permintaan korban sendiri. Menurut
Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad sanksinya  adalah membayar
diyat, karena pemberian ijin untuk membunuh tersebut menimbulkan syubhat
atau keraguan. Menurut Zulfar sanksinya tetap qishas, karen ijin tersebut
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tidak menimbulkan syubhat. Menurut Imam Ahmad, pelaku tidak diberi
sanksi qishas maupun diyat karena kerelaan untuk dubunuh tersebut berarti
korban telah memaafkan pelaku dari hukuman.
Kasus pembunuhan seorang ibu terhadap seorang anaknya sendiri,
menurut hukum Islam sipelaku tetap diancam hukuman qishas. Sebab dari
Hadist di atas yang tidak dapat dituntut hukuman qishas karena membunuh
anaknya sendiri adalah ayahnya, bukan ibunya. Namun Imam Maliki
berpendapaat lain, seorang ayah yang dengan sengaja membunuh anaknya
sendiri juga dapat dijatuhi hukluman qishas, karena kandungan ayat qishas
dalam Al-Quran bersifat umum, dan adanya Hadist yang menyebutkan bahwa
diantara yang menghalalkan darah seorang mukmin adalah pembunuhan yang
sengaja tanpa alasan yang dibenarkan. Pada tindak pidana terhadap
kandungan yaitu berupa pengguguran dan pembunuhan terhadap kandungan
atau janin menurut KUHP diatur dalam Pasal 346 samapai Pasal 349, dimana
ancaman pidananya berupa pidana penjara selama waktu tertentu. Menurut
Pasal 346, ada 4 (empat) perbuatan yang dirumuskan, yaitu:
1) Menggugurkan kandungan
Pengertiannya adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap
kandungan seorang wanita yang mengakibatkan lahirnya janin yang
dikandungnya sebelum pada waktunya (tidak alami). Dalam istilah
kedokteran perbuatan ini sering disebut abortus provocatus.
2) Mematikan Kandungan
Pengertiannya adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap
kandungan seorang wanita dengan tujuan untuk mematikan janin yang ada
didalam rahim wanita tersebut. Artinya mematikan suatu kehidupan yang
ada di dalam rahim seorang wanita.
3) Menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungan
Maksudnya adalah orang lain yang disuruh oleh wanita yang
mengandung untuk menggugurkan kandungannya.
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4) Menyuruh orang lain untuk mematikan kandungannya
Maksudnya hampir sama dengan pengertian diatas, yaitu menyuruh
orang lain untuk mematikan kandungan atau janin yang ada di rahim
wanita tersebut.
Rumusan Pasal 346 ini, disebutkan bahwa pelaku / subjek hukumnya
adalah seorang wanita, bukan seorang ibu seperti pada Pasal 341 dan 342
KUHP. Hal ini dikarenakan pada Pasal 341 dan 342 KUHP disebutkan bahwa
pembunuhannnya dilakukan terhadap bayi yang sudah dilahirkan, sehingga
orang tersebut sudah selayaknya disebut sebagai seorang ibu karena sudah
melahirkan seorang anak. Sedangkan pada Pasal 346, pembunuhannya
dilakukan pada janin yang masih ada di dalam kandungan atau belum
dilahirkan secara alami dan tidak disyaratkan janin tersebut sudah berbentuk
bayi atau belum, sehingga orang ini belum layak disebut sebagai seorang ibu
karena belum melahirkan anak yang dikandungnya. Sedangkan menurut Pasal
347 sampai dengan Pasal 349 KUHP merupakan pengguguran dan
pembunuhan terhadap kandungan yang dilakukan oleh orang lain.
KUHP tidak mempermasalahkan berapa bulan usia janin tersebut yang
digugurkan atau dibunuh. Selama di dalam rahim wanita sudah terdapat janin,
maka apabila digugurkan maka akan dapat dikenai sanks pidana. Sedangkan
dalam hukum islam ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Al-Quran
menjelaskan bahwa sebuah janin baru diberikan roh atau nyawa setelah
berumur empat bulan. Apabila janin yang digugurkan tersebut belum berumur
empat bulan, ada sebagian ulama yang memakhruhkan hukumnya dan ada
pula yang mengharamkannya. Hampir tidak ada ulama yag membolehkannya
(Mubah), apabila sunah atau wajib. Para ulama yang memakhruhkannya
beranggapan bahwa janin tersebut belum dirasakan kehidupannya karena
masih berupa segumpal darahatau daging. Namun para ulama sepakat bahwa
menggugurkan kandungan setelah janin berumur empat bulan atau lebih
adalah haram. Sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai
jinayat yang dapat dikenai hukuman qishas atau diyat. Sebab janin tersebut
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dipandang sudah menjadi manusia. Apabila seseorang melakukan
penganjuran dan pertolongan pada orang lain yang ingin bunuh diri, menurut
hukum pidana orang tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur
dalam Pasal 345 KUHP terhadap orang yang melakukan penganjuran dan
pertolongan atau memberi sarana terhadap bunuh diri dapat diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun. Berdasarkan Pasal 345 KUHP
ini,terdapat 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dilakukan, yaitu:
a) Dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan bunuh diri.
Mendorong artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan
cara atau bentuk apapun yang sifatnya untuk mempengaruhi atau
mendukung orang lain untuk melakukan kehendak tertentu yang
diinginkannya. Sehingga karena adanya dorongan ini, inisiatif untuk
melakukan perbuatan bunuh diri tersebut berasal dari orang lain. Bukan
dari korban itu sendiri. Pada perbuatan mendorong ini ada pengaruh batin
antara korban dan pelaku (pendorong)
b) Dengan sengaja menolong orang lain dalam melakukan bunuh diri.
Menolong artinya membantu orang lain dalam melakukan suatu
perbuatan tertentu. Dalam hal ini adalah menlong orang lain untuk
melakukan bunuh diri. Apabila pada perbuatan mendorong terdapat
hubungan batin, pada perbuatan menolong ini lebih bersifat riil atau
perbuatannya nyata. Misalnya dengan mempermudah atau memperlancar
bagi orang untuk melakukan bunuh diri, contohnya A ingin bunuh diri
dengan cara membakar tubuhnya, B membantu A menyiramkan bensin ke
tubuh A. Dari contoh tersebut bahwa perbuatan si B tampak nyata dalam
membantu proses bunuh diri A. Pada perbuatan menolong ini, inisiatif
untuk bunuh diri berasal dari korban sendiri bukan dari orang lain
(penolong). Sehingga yang menentukan apakah perbuatan tersebut akan
dilanjutkan atau tidak, sepenuhnya tergantung orang yang akan bunuh diri
itu sendiri.
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c) Dengan sengaja membeikan sarana kepada orang lain yang akan bunuh
diri.
Bentuk dari perbuatan ini hampir sama dengan menolong. Peranan
dari kedua perbuatan tersebut adalah untuk mempermudah atau
memperlancar terjadinya bunuh diri. Karena hanya sebatas mempermudah
atau memperlancar saja, maka pada peruatan ini juga tidak bersifat
menentukan apakah bunuh dirinya akan dilanjutkan atau dibatalkan.
Sepenuhnya tergantung dari pelaku bunuh diri itu sendiri. Misalnya A
ingin bunuh diri, kemudian B meminjamkan pistol kepada A. Keputusan
untuk melakukan bunuh diri ini  sepenuhnya tergantung pada A. Namun
apabila B ikut merayu A supaya melanjutkan bunuh diri, maka ia termasuk
kedalam 2 (dua) perbuatan sekaligus, yaitu memberikan sarana dan
mendorong terjadinya bunuh diri.
Pada akhir kalimat dalam Pasal 345 KUHP menyatakan bahwa “kalau
orang itu jadi bunuh diri”. Ini berarti bahwa ketiga macam perbuatan diatas,
yaitu mendorong, menolong dan memberikan sarana untuk bunuh diri, baru
dapat dipertanggungjawabkan apabila mengakibatka meninggalnya korban.
Jadi pada unsur ini merupakan syarat yang mutlak untuk dapat dipidana
seorang karena melanggar Pasal 345 KUHP. Contohnya, A pada waktu bunuh
diri dengan membakar dirinya atas pertolongan dari B, ternyata A tidak mati
karena ada tetangganya yang tahu kemudian dirawat ke rumah sakit. Pada
kasus ini B tidak dapat dijerat dengan Pasal 345 KUHP, karena kejadian ini
baru sebatas pada percobaan bunuh diri sehingga tidak dapat dipidana. Dalam
hukum islam tidak ada dalil yang menyebutkan mengenai sanksi pidana
terhadap orang yang menganjurkan dan menolong pada perbuatan bunuh diri.
Orang yang melakukan bunuh diri itulah akan mendapatkan hukuman dari
Allah SWT kelak di akhirat, sebagaimana dijelaskan dalam Hadist, yang
artinya:
“Barang siapa menjatuhkan dirinya dari atas gunung untuk
membunuh dirinya, maka ia akan terjun kedalam neraka jahanam dan
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kekal disana selamanya. Barang siapa meminum racun kemudian ia
mati kareanya, maka kelak racun yang ia minum ditangannya akan ia
minum selamanya dineraka jahanam. Barang siapa yang membunuh
dirinya dengan besi maka besi yang berada ditangannya itu akan
dipukulkan kepadanya terus menerus di neraka jahanam untuk
selamanya” (H.R. Imam Bukhari dan Muslim).
Dalam Al-Quran surat An-Nissa’ Ayat 29 Allah SWT berfirman, yang
artinya: ”…dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah
terhadap kamu adalah Maha Penyayang”
Berdasarkan dalil diatas dijelaskan bahwa manusia dilarang untuk
melakukan bunuh diri dan terhadap orang yang melakukan bunuh diri akan
mendapatkan hukuman di neraka jahanam berupa pembalasan yang sama
dengan cara dilakukannya bunuh diri pada waktu di dunia. Manusia di
wajibkan saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan kesabaran, sebagai
mana disebut dalam Al-Quran Surat Al-‘Ashr Ayat 1-3, yang artinya:
“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam merugi.
Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat
menasehati supayta menetapi kesabaran”
Seseorang dapat dituntut hukuman qishas apabila pelakunya adalah
mukalaf, yaitu orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.
Sebab dalam hukum islam seorang yang bukan mukalaf tidak dapat dituntut
hukuman, sebagaimana disebutkan dalam Hadist Rasulullah saw, yang
artinya:
”Diangkat pena dari tiga golongan: (pertama) dari anak kecil hingga
baligh, (kedua) dari orang tidak waras pikirannya hingga sadar
(sehat), dan (ketiga)  dari orang yang tidur hingga terjaga.” (H.R.
Ahymad, Abu Daud, dan Tirmidzi)
Jadi terhadap anak kecil (belum baligh) dan orang gila yang
melakukan pembunuhan tidak dapat dituntut hukuman qishas. Sama halnya
yang diatur dalam KUHP, pada pasal 44 diterangkan bahwa orang yang sakit
jiwa (gebrekkige ontwikkeling) atau orang gila yang melakukan tindak pidana
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pembunuhan juga tidak dapat dipidana. Sedangkan terhadap seseorang yang
belum berumur 16 tahun yang melakukan tindak pidana pembunuhan, dalam
Pasal 45 dijelaskan bahwa hakim dapat menentukan supaya dikembalikan
kepada orang tua/wali nya atau tanpa dipidana apapun. Namun jika hakim
menjatuhkan pidana menurut Pasal 47 KUHP maka maksimum pidana pokok
dikurangi sepertiga, atau perbuatannya merupakan kejahatan yang diancam
dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup maka dijatuhkan
pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pada percobaan pembunuhan,
menurut hukum islam pelaku dapat dijatuhi hukuman ta’zir. Namun para
ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan ta’zirnya. Imam Malik dan
Imam Al-Laits berpendapat bila si pelaku dimaafkan maka ta’zirnya adalah
dijilid seratus kali dan dipenjara selama satu tahun. Sedangkan menurut
KUHP, mengenai percobaan diatur pada Pasal 53. suatu perbuatan dapat
disebut sebagai percobaan pembunuhan jika niat melakukannya telah nyata
dari adanya permulaan pelaksaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan
disebabkan karena kehendaknya sendiri. Terhadap pelaku percobaan
pembunuhan ini, ancaman pidananya adalah maksimum pidana pokok
dikurangi sepertiga, atau dapat dipidana penjara paling lama lima belas tahun
apabila pelaku melakukan percobaan pembunuhan berencana.
Ada dua orang yang melakukan pembunuhan di mana salah satu orang
hanya memegang saja bukan bertujuan untuk membunuh, maka menurut
hukum Islam (yang memegang) tidak dapat dituntut qishas. Namun apabila
memegang dengan maksud untuk membunuhnya, dan pembunuhnya adalah
orang yang ketiga, dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat. Imam
Malik berpendapat bahwa yang memegang juga mendapatkan hukuman
qishas. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa
orang yang memegang tersebut diancam dengan hukuman ta’zir, karena ia
tidak membunuhnya secara langsung. Sedangkan menurut KUHP, orang yang
memegang tersebut disebut sebagai pembantu (medeplichtige). Mengenai
kasus ini diatur dalam Pasal 56 dan 57 KUHP. Pembantu ialah orang yang
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sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk
melakukan kejahatan. Terhadap pembantu kejahatan, ancaman pidananya
adalah maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga, dan jika kejahatannya
diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka diancam
dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Dalam KUHP pada
setiap ancaman sanksi pidana terdapat kalimat “paing lama”. Hal ini
menunjukan bahwa hakim diberikan kebebasan untuk menentukan lamanya
pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Namun kebebasan
hakim tersebut bukan berarti kebebasan yang mutlak tidak terbatas. “Menurut
Gunter Warda, dalam menentukan berat ringannya hukuman yang akan
dijatuhkan oleh hakim harus memperhatikan beberapa aspek, antara lain
mengenai sifat dan seriusnya delik yang dilakukan, kepribadian dari pelaku,
umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin, lingkungan tempat tinggal pelaku
dan sebagainya” (Oemar Seno Adji, 1984:8).
Pembunuhan sengaja yang dimaafkan dari hukuman qishas dan diyat
adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Namun pembunuhan
itu tidak hanya melanggar hak perorangan melainkan juga melanggar hak
jamaah atau masyarakat, oleh sebab itu hukuman ta’zir sebagai sanksi atas
hak masyarakat. Imam Malik dan Imam Al Laits berpendapat bahwa bila
dalam kasus pembunuhan dimaafkan, maka sanksinya adalah dijilid/dera
seratus kali dan dipenjara salam satu tahun. Jadi hukuman ta’zir dapat
dijatuhkan terhadap pembunuhan dimana sanksi qishas tidak dilaksanakan
(H.A.Djazuli, 200:175).
Dalam hukuman pidana Islam, selain akan mendapatkan sanksi pidana
berupa qishas atau membayar diyat, terhadap pelaku dimana pembunuhan
juga akan mendapat hukuman di akhirat, sebagaimana firman ALLAH SWT
dalam Surat An Nisaa’ Ayat 93, yang artiunya: “Dan barangsiapa yang
membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah
Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan
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mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya” (Depag RI,
1971:136).
Pembunuhan terhadap seorang mukmin dengan sengaja akan
dimasukkan ke dalam neraka jahanam selamanya dan Allah murka dan
mengutuknya serta akan mendapatkan azab yang besar bagi pelakunya.
Namun ulama–ulama Syafi’I berpendapat bahwa pembunuh dapat bertobat
dan meminta ampun dari Allah atas perbuatan yang telah dilakukannya.
Sebagaimana firman Allah dalam Surat An Nisaa’ Ayat 48: “Sesungguhnya
Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa
kecuali dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya” (Depag RI, 1971 :
126).
Ibnu Abbas r.a telah menceritakan Hadist berikut, bahwa Nabi saw
pernah bersabda, yang artinya:
“Manusia yang paling dibenci oleh Allah ada tiga macam, yaitu :
orang yang durhaka di tanah suci, orang yang melakukan perbuatan
jahilliyah dalam Islam, orang yang menuntut darah orang lain tanpa
alasan yang hak selain untuk mengalirkan darahnya
(membunuyhnya)” (H.R. Bukhori)
Menurut Hadist tersebut bahwa membunuh orang tanpa ada alasan
yang dibenarkan merupakan salah satu perbuatan yang paling dibenci oleh
Allah SWT. Ketiga orang tersebut merupakan orang yang paling jahat di sisi
Allah SWT.
2 Pengaturan dan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan
dengan tidak Disengaja
Pembunuhan yang tidak disengaja adalah pembunuhan yang terjadi
karena pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatannya. Mengenai tindak
pidana pembunuhan yang tidak di sengaja ini, diatur dalam Pasal 359 KUHP.
Terhadap setiap orang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain,
menurut KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau
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kurungan paling lama satu tahun. Bentuk dari kealpaan ini dapat berupa
perbuatan yang pasif maupun aktif. Contoh perbuatan yang pasif misalnya
penjaga palang pintu kereta api karena tertidur pada waktu ada kereta yang
melintas dia tidak menutup palang pintu sehingga mengakibatkan
tertabraknya mobil yang sedang melintas. Bentuk kealpaan penjaga palang
pintu ini berupa perbuatan yang pasif karena tidak melakukan apa-apa.
Sedangkan contoh perbuatan yang aktif misalnya seseorang yang sedang
menebang pohon ternyata menimpa orang lain sehingga matinya orang itu
karena tertimpa pohon. Bentuk kealpaan dari penebang pohon berupa
perbuatan yang aktif Hukum Islam mendefinisikan pembunuhan yang
tidak disengaja adalah seorang mukalaf yang melakukan pembunuhan karena
adanya kesalahan. Pembunuhan karena kesalahan diatur dalam Al-Quran
Surat An-Nisa’ ayat 92, yang artinya:
“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin
(yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa
membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia
memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar
diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali
jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari
kaum yang memusuhimu, padahal ia mukmin, maka (hendaklah si
pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia
(si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara
mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat
yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta
memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak
memperolehnya, maka hendahklah ia (si pembunuh) berpuasa dua
bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan
adalah Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Depag RI,
1971 : 135)
Dalam ayat di atas terdapat ketentuan sebagai berikut :
a) Seorang mukmin yang tidak sengaja membunuh mukmin lainnya, hanya
diwajibkan membayar kifarat berupa memerdekakan seorang hamba
sahaya mukmin dan membayar diyat yang diserahkan kepada keluarga
korban;
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b) Seorang mukmin yang membunuh mukmin lainnya dari kaum yang
memusuhinya karena tidak sengaja, hanya diwajibkan membayar kifarat
berupa memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin;
c) Seorang mukmin yang tidak sengaja membunuh orang kafir yang ada
perjanjian damai, diwajibkan membayar kifarat berupa memerdekakan
seorang hamba sahaya mukmin dan membayar diyat yang diserahkan
kepada keluarga korban;
d) Jika tidak mungkin memerdekakan budak, maka dapat diganti dengan cara
berpuasa selama dua bulan berturut-turut.
Pada pembunuhan yang tidak di sengaja, besarnya diyat yang harus
dibayarkan kepada keluarga korban jumlahnya sama dengan pembunuhan
yang disengaja, yaitu berupa 100 ekor unta. Tetapi jenis/ klasifikasi untanya
berbeda. Absullah Ibnu Mas’ud r.a telah menceritakan Hadist berikut, bahwa
Rasulullah saw telah bersabda, yang artinya:
“Diyat pembunuhan karena keliru (tersalah) ialah dua puluh ekor
unta hiqqah. Dua puluh unta jaza’ah, dua puluh ekor unta bintu
makhad, dua puluh unta bintu labun, dua puluh ekor unta bani
makhad yang betina.” (H.R. Ash-habus Sunan).
Berdasarkan Hadist diatas disebutkan bahwa besarnya diyat yang
harus dibayarkan berupa :
a). 20 ekor unta hiqqah;
b). 20 ekor unta jaza’ah;
c). 20 ekor unta bintu makhad;
d). 20 ekor unta bintu labun;
e). 20 ekor unta bani makhad yang betina.
Pembunuhan tidak sengaja, diyatnya ialah mukhafafah (diyat ringan),
diyat ini pembayarannya tidak hanya dibebankan kepada korban saja,
melainkan juga bisa kepada keluarganya, selain itu pembayarannya juga bisa
diansur selama tiga tahun. Membebankan diyat mukhafafah kepada keluarga
pelaku dengan pertimbangan bahwa pelaku sedang tertimpa musibah karena
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ketidak sengajaannya mengakibatkan matinya oerang lain sehingga
diwajibkan membayar diyat dan kifarat. Oleh karena itu keluarganya
sepantasnya menolong keluarganya yang sedang mengalami musibah. Namun
apabila pelaku maupun keluarganya benar-benar tidak mampu untuk
membayarnya, maka yang membayar diyat adalah Negara yang diambil dari
baitul Mal (kas Negara). Hal ini didasarkan pada Hadist Nabi saw yang
mengajarkan, yang artinya : “Aku adalah wali bagi orang yang tidak
mempunyai wali sama sekali”
Pembunuhan yang tidak disengaja, menurut hukum Islam dan KUHP
sanksi pidananya lebih ringan daripada pembunuhan yang disengaja. KUHP
hanya memberikan sanksi pidana penjara paling lama lima tahun atau bahkan
mungkin hanya dipidana kurungan paling lama satu tahun. Hal ini tentu jauh
lebih ringan bila dibandingkan dengan pembunuhan yang disengaja yang
diatur pada Pasal 338 KUHP dimana ancaman pidana bisa lima belas tahun
penjara.
Menurut hukum Islam, sanksi pidana pembunuhan yang tidak sengaja
juga lebih ringan daripada pembunuhan yang disengaja. Pada pembunuhan
yang tidak disengaja tidak diancam dengan hukuman qishas. Apabila ada
dinding yang roboh menimpa orang lain hingga mati, menurut Imam Hanafi
orang yang memiliki tembok tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban
apabila ia sebenarnya ia mampu memperbaikinya, namun apabila ia tidak
mampu maka pemilik tembok tidak dapat diminyai pertanggung jawaban.
Apabila seseorang menggali sumur atau lubang, lalu ada orang lain yang
terperosok kedalamnya hingga mati, Imam Malik berpendapat bila
menggalinya disuatu tempat yang biasa untuk membuat sumur atau lubang,
maka si penggali tidak bisa dituntut pertanggung jawaban, tetapi apabila
penggalinya melewati batas penggalian, si penggali dapat dituntut
pertanggung jawaban. (Sayyid Sabiq, 1984 : 148 -149).
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Kedua kasus di atas menurut hukum pidana orang yang memiliki
dinding dan yang menggali sumur/lubang dapat dituntut pertanggung jawaban
apabila memang terbukti ada kelalaian atau kealpaan dari pemilik dinding
atau penggali sumur/lubang. Apabila pemilik dinding sudah mengetahui
bahwa dindingnya akan roboh namun ia tetap membiarkannya, lalu ada orang
lain yang tertimpa lalu mati, maka ia dapat dituntut pertanggung jawaban dan
terhadap penggali sumur/lubang yang menggali ditempat yang tidak biasanya
atau yang sering dilewati orang, kemudian ada orang lain yang terperosok
hingga mati karena tidak ada tanda peringatan atau menutup lubangnya maka
ia dapat dituntut pertanggung jawabannya karena kealpaan/kelalaiannya
menyebabkan matinya orang lain.
Abdul Aziz Amir berpendapat bahwa pembunuhan yang tidak
disengaja yang akibat ketidak hati–hatian selain dikenai hukuman diyat, juga
dapat digabungkan dengan hukuman ta’zir, karena ta’zir itu bersifat
perorangan dan bukan merupakan hukum yang bersifat umum” (H.A. Djazuli,
2000:176). Sedangkan dalam KUHP, pelaku pembunuhan yang tidak
disengaja selain dapat dikenai sanksi pidana penjara dapat juga dikenai sanksi
pidana kurungan. Pidana kurungan sifatnya lebih ringan dari pada pidana
penjara, misalnya pidana kurungan ini bisa diganti dengan membayar denda
sehingga tidak perlu melaksanakan hukuman kurungan bila sudah membayar
denda. Tujuan dari pemberian sanksi pembunuhan yang tidak disengaja ini
adalah supaya orang lebih berhati–hati dalam melakukan perbuatannya agar
tidak merugikan orang lain lebih–lebih sampai berakibat kematian. Sebab
agama dan negara sangat menghormati hak hidup manusia, sehingga tidak
mungkin akan membiarkan hilangnya nyawa yang disebabkan karena
kelalaian orang lain tanpa dikenai sanksi..
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BAB IV . PENUTUP
A. Simpulan
1. Tindak pidana pembunuhan adalah kejahatan yang dilakukan berupa
penyerangan terhadap nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan yang
dilakukan dengan sengaja dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua Bab
XIX Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 mengenai Kejahatan Terhadap
Nyawa. Sedangkan pada tindak pidana pembunuhan yang tidak sengaja
diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359.. Landasan hukum
mengenai tindak pidana pembunuhan  dalam hukum Islam diatur dalam
beberapa ayat dalam Al Quran antara lain : Surat Al Maaidah ayat 27-31,
Surat Al An’aam ayat 151, Surat Al Israa’ ayat 31 dan 33, dan juga diatur
dalam Hadist Nabi Muhamad SAW.
2. Sanksi pidana pembunuhan yang diatur dalam KUHP dapat berupa pidana
mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tambahan. Sedangkan
dalam hukum pidana Islam sanksi pidana pembunuhan dapat berupa
hukuman qishash, hukuman diyat , kifarat, dan hukuman ta’zir. Dalam
hukum pidana Islam, apabila terjadi tindak pidana pembunuhan yang
berhak menentukan sanksi pidananya adalah pihak keluarga atau ahli waris
dari korban, apakah pelaku akan dijatuhi hukuman qishas, atau
dimanfaatkan dengan membayar diyat atau dimaafkan secara cuma-cuma..
Pemaafan secara cuma-cuma ini memungkinkan pelaku pembunuhan tidak
akan mendapatklan sanksi pidana apapun. Sedangkan dalam hukum pidana
Indonesia meskipun pelaku tindak pidana pembunuhan sudah
mendapatkan pemaafan dari keluarga korban, proses hukumnya masih
tetap berjalan karena yang menentukan hukumannya adalah Negara.
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B. Saran
1. Pembunuhan itu mengahancurkan tata nilai hidup yang telah dibangun
oleh kehendak Allah SWT dan merampas hak hidup oprang yang menjadi
korban, sekaliguis dapat mengakibatkan permusuhan dengan keluarga
korban dan juga mungkin dapat menggangu kesejahteraan dan
kemakmuran kehidupan keluarga Sehingga sepantasnya terhadap pelaku
pembunuhan, khususnya yang disengaja dan terencana mendapatkan
hukuman yang seberat-beratnya mengingat kejahatan yang telah
dilakukannya. Selain itu pembunuhan  merampas hak asasi manusia di
mana hak tersebut dilindungi oleh Undang-Undang. Permintaan kata maaf
perlu dilakukan dari pelaku kepada keluarga korban dan siap menerima
resiko yang telah ia perbuat.
2. Kepada aparat penegak hukum, berikanlah keadilan yang seadil-adilnya
baik kepada pelaku kejahatan. Pemberian hukuman yang setimpal dan
ganjaran sesuai dengan apa yang telah ia perbuat Supaya dapat membuat
jera terhadap pelakunya agar tidak mengulanginya lagi dan juga sebagai
peringatan terhadap orang lain supaya tidak melakukan tindak pidana
pembunuhan.
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